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KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puji syvkur kehadirat Allah SWT,
skhirnys karya tulis/skripsi ini dapst penulis selessikan
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Kantor Wilaysh Depsartemen Penerangan RI Propinsi Sulawwsi
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bahwa perencanssn terpadu yang telah dilakukan setiap
diadshan perencanaan cperasional tidaklah berjalan sesuai
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berorganisasi, terutama aparat dari instansi non Deppen
(kersbat ker)a Deppen). Faktor penyebabllain adalah dans
dan fasilitas yangd kurang wmendukung. Demikian pula sistem
koordinasi yvang masih perlu pemikiran ulang.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam  suatu
oraganisasi dan manajemen, diperlukan perencanaan yang
matang. Apabila rencana tidak ditetapkan terlebih dahulu,
berarti organisasi tersebut akan mengalami hambatan dan
penyimpangan-penyimpangan sehinggs akan menimbulkan  keru-—
gian. Rencana yang tidak terarah akan menimbulkan kerugian
sematz-mata. Tujuwan organisasi  merupakan dasar  rencans
kerja. Tanpa rencana, pekerjaan akan mengambang, terombang
ambing., sehingga zskan mengakibathkan hilanénya rasza tanggung
jawab, tidak ads disiplin kerja, saling melaporkaﬁ hesa-—
lahan dan kegagalan.

Karena pentingnya perencanaan (planning) ini berbagai
pakar dalam merumuskan fungsi organik manajiemen menempatkan
fungsi perencanaan sebhagai urutan yang paling atas. Henry
Fayol misslnyva mengemukan fungei manajemen adalah planning,
organizing, cnm@anding, coordinating, controlling. George
R. Terry jugs mengemulkakan babwa fungsi manajemen adalah
planning, organizing, actuating, coordinaéing,dan controll-
ing (Sarwnfo, 178%). Demikian pula pakar Administrasi  dan

manaijemen Indonesia Prof.Dr.S.P. Siagian (1985:102) dalam
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bukunya Filsafat Administrasi membagi fungei manajemen:
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan
penilaiarn.

Hal ini menunjukkan bahbwa setiap kegiatan administra-
i dan manajemen haruslah didahului dengan perencana;n baru
kemudian dilakukan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen
lxinnys.

Dengarn adanya perencanaan, diharapkan terdapatnya
suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksana
kegiatan—kegiastan vyang ditujukan kepada pencapaian tujuan
arganieasi. Dengan adanya perencansan sebagai pedoman, maka
selsin  akan memudahkan pelaksansan =uatu  kegiatan secara
sicstimatis dan logis, juga sehkaligus dapat dijadikan ke-
rangka  ewvaluasi, sehinggs masalah yang timbul  dilapangan
dapat dengan segera diketabhul selanjutnya dijadikan masukan
untuk perencanaan selanjutnya.

Departemen Penerangan RI yang juga merupakan sttatu
lembaga, tidak terlepas dari peperapan fungsi-fungsi mana—
jemern wang Jjugsa melakukan perencanaan sebelum diadakan
hegiatan operasiqnal.

Kantor bWialayah Departemen Penerangan RI  Propensi
Sulawesi Selatan sebagai unit pelaksana tekniz operasional
Departemen Penerangan vyang juga tidak terlepas sebagai
suatu organisasi dan sebagai instansi yang menjuru  bicarai

semua instansi pemerintah, maka Departemen Penerangan sebe-



Tum melakukan tugas—tugas operasionalnya  juga memerlukan
masukan dari masing-masing instansi  pemerintah di luar
lingkungannya.

Karena adanys kerjasama dengan instansi di luar ling-
kungannya, maka diperlukan adanya pendekatan perencanaan
terpadu. Jika koordinasi #urang memadai, maka perencansan
terpadu ini nantinya tidak berjalamn sesuai yang diharapkan.
Demikian pula dengan proses perencanaan jika tidak  diatur
sedemikian rupa, kemungkinan akan terjadi miscommunication
vang pada gilirannya akan mengakibatkan mismanagement.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sehingga
pernulis tertarik untuk membahas dan menghaii secara  ilmiah
tentang perlunya peningkatan kualitas operasional penerang-
arr melalui pendekatan perencansan terpadu pada unit  keris
Kantor bWilayah Departemen Departemen Penerangan Propengi

Sulawes=i Selatan.

B. Batasan dan Perumusan Masalah
Berdasarkan wraian—uraian di atas maksa yang menjadi
masalab dalam penglitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sejauhmana pelaksanan sistem perencanasn terpadu
pada kantor wilayah Deppen RI  Propensi Sulawesi
Selatan.
2. Program—program  aps saja yvang telah dilaksanakan

dari perencanazn terpadua tersebut.



3. Faktor—-faktor apa saja yang mempengaruhi proses

perencanaan terpadu tersebut.
€. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun  tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian

ini adalah:

%. Untuk mengetahui pelakeanzan sistem PErENCanaan
terpadu yvang dilaksanakan oleh Departemen
Penerangan khususnya Kanwil Deppen RI Propensi
Sulawesi selatan.

. Untuk mengetahbui program—program sps saja dari
perencanaan terpadu tersebut.

c. Untuk mengetabuwi faktor-faktor apa yang mempenga-
ruhi dalam proses perencanzan terpadu tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaasrn vang dari ha=il peneliti;n ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu  pengetahuan atau
dalam perumusan Kebdjaksanaan operasiconal kegiatan Departe-

men Penerangan.

D. Kerangka Pemikiran
1. Perencanaan

dika kKita beranghkat dari teori administrasi, maka



administrasi dapat dipandang dari dua segi, yaitu dari segi
kegiatan dan dari segi proses. Administrasi dari segi kegi-
atan biasa juga disebut fungsi organik administasi dan
manaijemen {(Sixglan 198%: 25). Sedangkan administrasi  dalam
arti proses dapat dilihat dari segi mekanisme, prosedur,
ataw tata urutan kerix.

Yang dimakeuwd fungei ocrganik administrasi dan manajie-
men  yaltu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan  dan
pEngawasan, =serta penilaian. {(Siagian, 1985:102).

Dari kelima fungei organik di atas, maka ‘penulis
memilibh unswr  yang pertama sebagsil  fokus  kajian vaitu
"perencanaan’.

FPerencanaan sehagai obiek kajian dapat diteliti  dari
berbagai aspek, apakah dari prilaku perencana, hasil peren-—
canaan, pelaksanzan rencana (implementasi) dan  sebagainys.
Dalam penelitian ini yang akarn diteliti gdalah ptrroses pe-—
rencanasrn dan faktocr-faktor yvang berpengarub dalam  proses
perencanaan tersebut.

Mernurut Anwar Arifin (1982:11) bahwa "proses" meru-—
pakan perubahan atauw serangkaian tindakan dan peristiwa
celama beberapa waktu menuju =uatn hesil tertentu.  Jadi
jika dibubunghkan dengan perencanaan, maka setiap langka
sedemikian rupas sehingga perencanaan selesal dan siap untuk
dilaksnakan, itulah yang disebut proses.

Sedanghan perencanaan  dapst diartikan penentuan
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langkah—-langkah/kegiatan vang akan dilaksanakan di masa
skary datang. Penentuan langkah-langkah tersebut akan diper-
hatikan: apa yang hendak dilaksanakan, mengapa mesti dilak—
sanan, bagaimana melaksanakannya, kapan dilaksanakan, dan
dimana dilaksanakan. |
Sedanghan BRidang perencanzan yang akan diteliti  pada

Kantor Wilayah Departemen Penerangan érapensi Sulawesi
Selatan &adalah kegiatan cperasicnal  penerangan, seperti
Pertunjukan Rakyat, Ceramab, Pembinaan Kelompencapir, pe-—

nerbitan bulletin dan sebagsinya.

2. Proses Perencanaan

Seringkali terdapat kesalahpahaman, seakan—akan pe-
rencanaan berarti kegiatan penyusunan recana saja. Padahal
perencanaan yang dimaksud adslab suastn proses kegiatan yvang
terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana,
renyusunan  program kegistan, pelaksansan serta  pengawasan
dan evaluasi pelaksanaannya. {(Tiokroamidijiojo, 1989: §7).

Drs.A.W.Widiaja {1987:49-546) menulis, bkabwa proses
perencanaan dapat dilihat wrutesn sebagai berikut :

#. Pengumpulan dan pengolahan data

b. Penilaian

c. Perumusan kebijaksanzsan

d. Kebutuhan masaldepan

e. Pembdisyaan

f. Penentuan targel/sasaran



g. Formulasi perencanszan
ho ursian perencanaan

1. Implementasi préyek

y- Evaluasi dan pemantzuan

k. Revisi dan penyusunan kembali rencana

Jadi proses perencanaan secara garis  besar  dapat
dilihat dalam tiga tahap, yaitu penyusunan rencana,
pelaksanasn rencana, =erta pengawasan dan Evéluasi FenC AR .

Frozes penyusunan rencana menurut Rintoro
Tiokroamidjojo (1982:%7-58) adalah:

a. Tinjauan keadaén, vaitu identifikasi masalah-masa-
lah pokok yang sedang dihadapi, potensi-potensi
zerta prospek yang masih bisa dikembangkan.

. Perkiraan keadaan masa yvang akan dilzxluwi rencana
zering disebut forcasting. Dalam hal ini  diperlu-
kan data—data statistik, barbagai hasil penelitian
dars  teknik—-teknik proyeksi. Mekanisme informasi
untuk mengetabui kecenderungan perspektif masa
depar. _

c. Pemnentuarn tujuan renceans dan pemilibhan cara-cara
penyampaian tujuan rencana tersebut. Secara teknis
hal indi didasmarkan kepada tujuvsn kezadan dan per-
kiraan masa yang akan dilalui oleh rencana.

d. Ildentifikasi kebijaksanasn dan kegiatan usaha yang



perlu dilakukan dalam rencana. Suatu kebijaksanaan
mungkin  perlu didukung oleh program—program pem-—
bangunan untuk dapat lebih operasionalnya, rencana
kegiatarn uweaha ini perlu  dilakukan berdasarkan
pemilihan alternatif yang terbaik. Hal ini dilaku-
Yan berdacssrkan sekala prioritas.

. Fersetujunan rencana. Proses pengambilan keputusan
ini mungkin bertingkat-tingkat dari putusan dibi-
darng teknie kemudian memasuki wilayah proses

politik,

X. Penerangan dan Perencanaan Terpadu

Penerangan dalam pengertian universal, adslah seba-
gaimana yang dimaksud Iinformation dalam’ bahaza  Inggris.
Jadi dengan demikian penerangan sdalah penyampaian pernysa—
taan—pernyatasn dari fakta-fakta sematz. Pengertian pene-
rangan, hkhususnys di Indonesia mengalami suatu transfor-—
mx=1, telah diartikan buken ssja dapat memberikan efek,
tetapi juga dampak yang menjurus kepada suatu kondisi ma-—
syarakat. Sebagaimans vang diharapkan cleh etos nasiconal
itu sendiri (Kertapati, 1984:25-26).
Peﬁgertian pEnREr angarn térpadu dapst dilihat dari dua =egi,
vaitu dari segi isi dan dari =segi penanganannya. Keterpadu-
ars dalam i=i i=zlah keterpsduan  penerasngsn sektorsl  dan
penerangan lintas sehtoral. Keterpaduan dalam penanganannya

izlah dalam hkaitannys diantars wnit kerjs baik vyang  ada



dalam organisasi di Departemen Penerangan mauvpun yang ada
di luar Departemen Penerangan atau sering disebut "kerabat
kerja penerangan".

Hagaimanapun juga keterpaduan disini diartikan babwa
semua jajaran penerangan sesuai dengan batas kewenangannya
dari =saat perencanzaan, pelaksanaan sampai  pada tingkat.s
pengawasaannya harus terlibat atau berpetan aktif dalam
proses:

&. Pengambilan suatu keputusan atau kebijaksanaan.

k. Perumusan rencana suatu kegiatan

c. Pelakeanzan suatu kegiatan

Tanpa keterpaduan dalam penyampaian pesan kepada
mazysrakat, dapat menimbulhan kebingungan, ataw  kejienuhan
informasi hkarena hurangnya kesatuan informasi yang disam—
raikan kepada masyarakat. Dan tatksla pentingnys, tercegah-
nya pemborosan.

Penerangan secara fungsiocnal menjadi tamggung  jawah
Departemen Penerangan. Mamun dalam kenyataan sehari-hari
ada instansi pemerintah lainnya serts oragnisasi non peme-
rintah yang jugs melakukan kegiatan penerangan. Jadi jelas-—
lah betapa perlunya diterapkan asas keterpaduan ini.

Dihubungkan dengan kegiatan‘ penerangan, maka
penerangan terpadu adalah penerangan yang dilakukan  dengan

koordinasi, singkronisasi  disegala  tingkat, berdasarkan



rencana  yang Jjelas yang dirumuskan atau masukan yang

konkrit yang dipercleh dari semua unsur yang berhubungan.

E. Metocde Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitizn yang yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskripfif. Menurut Whitney dalam btukunya The
Elements of Research {(Nazir, 1985%:63X) menjelaskan bahbwa
penelitian deskriptif mempelajari masalah—-masalah dalam
masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam  masyarakat,
situasi-situasi tertentu termasuk rtentang hubungan ke-
giatan—kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan dan  pe-
ngaruh—-pengaruh dari suatuw penomena.

Secara tharafizh, metode deskriptif &adalah metcde
penelitian  untuk  membuat gambaran mengenai situasi  atau
keindisn sehingga metode ini berkehendak mengadakan  akumu-
lasi data dasar belaka.

Jdadi tujuarn penelitian  deskriptif adalah untuk
membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secatra
sistimstis, faktgal darn shkurat mengenéi fakta—fakta, sifat-

sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

2. Populasi dan sampel
Populasi daripada penelitisn ini  adalah seluruh
pegawail Kantor VWilayah Departemen Penerangan Propensi

Sulawesi Selatan yang berjumlah 1.736 orang.
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Teknik s=sampling vyang digunakan ;dalah Purposive
Sample. Oleh hkarenanya yang menjiadi szmpel vyang dipilih
xdalah pegawai-pegawai vyang ada pada Bidang Penyusunan
FProgram dan Evaluasi yang terdiri dari Sekei Himﬁunan dar
Pengolahan Bahan Penerangan, Seksi Penyusunan Rencana dan
Operasi dan Seksi Evaluwasi dan Laporan Daerah.

Secara rinci yang menjadi responden dalam penelitian
irni sebasgsi berikut:

@. Kepala BRidang Penyusunan Program dan Evaluasi
b. Kepala Seksi Himpunan dan Pengolahan Eéhan Penerangan

c. Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Operasi

d. kepala Seksi Evaluasi dan Laporan Daerah

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data  vyang digunakan adalah
interview {waviancara) dengan terbuka, namun tetap
menggunakan  pedomsn wawancars (pokok-pokok masalab yang
ahan ditanyakan). Disémping itu penulis telah mengambil
{menyslin) beberaps dokumen seperti peraturan—persturan,
instruksi—-intrukei yvang berhubungan dengan topik penelitian

R .

4. Pengolahan dan analisa Data
Data vang telah dikumpulkan (hasil wawancara dan data
skunder} kemudiarn diclah dengan cara mensistimatisasi  dan

dianxlisa secara kualitatif.



12

F. Sistimatika Penulisan

Sekripsi ini terdiri atas lima bab vyang kemudian
masing-masing dibagi ke dalam beberapa subbab.

Bab Fertama merupakan Bab Pendahuluan vyang  memuat
gambaran singkat tentang materi pokok skripsi ini yang
terdiri atas wuraian sub-sub bab: latarbelakang masalah,
perumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan peneli-
tian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistima-
tika penulisan.

Bab Kedua adalah Tinjauan Pustaka yang memuat pe-
ngertian—pengertian, teori—-teori, konsep—konsep tentang
penerangan dan perencanaan terpadu. Secara rinci bab ini
terdiri atas sub-sub bab sebagai berikut: arti pentingnya
perencanaan, arti pentingnya penerangan; penerangan dan
perencanaan terpadu, perencanaan operasional penerangan dan
faktor—-faktor perencanaan.

Bab Ketiga merupakan bab pelengkap yang memuat gam-—
baran umum Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Propensi
Sulawesi Selatan. Bab ini terdiri atas sub-sub bab: Kedu-
dukan Tugas dan fungsi Deppen, Struktur organisasi dan
uraian tugas, kegiatan qperasinna] penerangan Kanwil Deppen
Propensi Sulawesi Selatan dan garis—garis besar program

kerja Kanwil Deppen Propinsi Sulsel.



Bab Keempat yang merupakan bab hasil penelitian dan
analisa data yang memuat pengumpulan dan analisa data. Bab
ini terdiri atas proses perencanaan terpadu, bentuk-bentuk
program dan faktor-faktor perencanaan terpadu.

Bab Kelima merupakan bab pembahasan®yang paling akhir
vaitu kesimpulan dan saran—-saran. Dibagi dua subbab sebagai

berikut: kesimpulan dan saran—saran.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Arti Pentingnya Perencanaan

FPara pakar telab menelazh maszlah RrErencansar ini
dengan meninjau berbagai aspek, ada vang meneliti dari
prilaku  parencana, proses perencanaan, hasil  perencanzan,
implementasi, hubungan rencana dengan pengawasan dan seba-—
gEarya.

Sedanghan dari =segi waktu perencansan dapat diteliti

dengan membsgi perencanaan jangka panjang (10  tabun ke

atas), perencanasn janghks menengah (3 - 8 tahun), danm  pe-
rencanaan Jjangks pendek (1 - 2 tabun) {(Tickroamidjojo,

198%: 71). Selanjutnya, Tickroamidicic (1989:73) menjelas-—
karnm dalam bukunya Perencanaasn Pembangunan meEngeEnai perern-—

canaan Jangka pendek sebagai penelitian ini yakni:

... rencana  janghka pendek zdalah rencana tahunan
{annual plan). Rencana tabunan ini adalabh =ustu  ren-
cana Jjangka panjang sebagai penterjiemahan dari pads
rencana menengah supaya lebih bersifat konkrit, spe-
sifik dan operasional tahunan (annual operasicnal
plan)"

Apakah  vyeang disebut "rencana" V?. Rencana adalah  pe-
nentuan tentang apa =saja yang akan dikerjiakan di masa vyang

akarn datang. Sedanghkan "Perencansan” menurut S.P. Siagian
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{1781:106), "Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikir-
an dan penentuan secars matang dari pada hal-hal vang ahkan
dikerjakan dimasa yang akan datang"

Drs. A.W.MWidjaya (1987 : 3IX) mengemukakan, babwa
planning (perencanaan) adalah keseluruhan proses pemikiran
dan penentuan secara matang tentang apa yang akan  dikerja-—
kan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditentukan. Perencanasrn diartikan sebagai usaha
sadar untuk memikirkan alternatif—-alternatif yang mungkin
dapat dicapai pads mass depan, menyaii alternatif  tersebut
dan memilih alternatif yang dikehendaki agar dapat ditentu-
bhan pula bagaimans cars mencapainya.

Secara rincli cleh Bintoro Tiokroamidjionjo (1989:12)
menguraikan 3

"a. Perencanaan dalam arti =eluas— lussnys tidak lain
asdalah suatu proseese mempersiaphkan secara sistima-
tie kegistan—kegisztan vamg akan dilakukan  untuk
mencapal suatu tujuan tertentu. Oleh karena 1itu
pada  hekekatnys ter—- dapat pads tiap-tisp jenis
pemerintahan.

bt. Perencanaan adalah suatu cara bagsimana mencapsi
tujuan sebaik— baiknya {(maximun out put) dengan
sumber—sumber vyang =sda supays lebkih efisien dan
efektif.

c. Perencanazn adalsb  penentuan tujuwan  yang akan
dicapai atau vyang akan dilakukan, bagaimana,
bilamana dan oleh siaps.”

Harold ¥Koontz dalam bubkunya Essentisl of Management

(1782 129 — 136) -membagi langkah— langkah perencanaan

eghagsi berihkut @



Langkah

Langhkah

Langkah

Lzngkah

Langhkakh

Larmghkal

Lamgkah

Langkah

pertama

kedua

ketiga

keempat

kelims

b eeram

ketujuh @

hedel apan
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Merryadari kesempatan, vaitu melihat de-—
ngan jelas dan lengkap apa kekuatan dan
kelemahan hita, memahami  masalah-
masslah yang hendak dipecahbkan dan  apa
varng hendak dipercleh.

Menetaphkan tujuaﬁ, yaitu menetaphkan
kemana kita ingin pergi, apa vang inéin
dicapai.

Mengembanghkan pokok-pokok pendapat,
yaitu dalam lingkungan apa  (internal
atau eksternal) rencana kita akan bero-
peErasl.

Menentukan jalan—jalan alternatif
Alternatif aps yang paling memberikan
harapan bagi tercapainya tujuan.
Memilih swatu Jalan  tindakan, vaitu
memilih alternatif vyang paling baik
untuk dijadikan tindskan vang akarn

ditempuh.

Merumushkan reEnCana—rensanx pERUN—3ang

geperti pembelian dann  pengadaan  suku
cadang, penjadwslan, pembizayvaan dan
sebagainya.

Mernjsbasrkan rencana kedalam anghka—-anghka

derngan budget, wvyaitu rencana—-rencana
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yang telah diambil dijabarkan dengan

mengubshnys menjsdi anggaran.

Menurut tingkat perencanaan, maka dibedakan'siapa dan
bagaimana perencanaan itu harue dibuat sebagai berikut
1. Perencanaan hkebijaksanaan (policy planning) dibuat
oleh manajemen-puncak.
2. Perencansan Program {program planning) dibuwat cleh
manajemen tengah.

3. Perencanaan operasicnsl {operaticnal Planning)

dibuat ocleh manajemen bawah.

Apabila struktwr ini dibubungkan dengan  Departemen
Penerangan, maka penjabatrannya dapat diuvraikan sebagai
berikut:

1. Pererncanaan kebijskeanaan dibuat oleh pimpinan

departemen (menteri).

2. Perencansan program dibuat cleh direktur Jdenderal.

3. Perencanaan operasional dibuat oleh kepala kantor

wililayah bkersama unit—unit kerjanys termasuk
kantor ‘departemen penerangan kabupaten dan

kotamadya.

B. Arti Pentingnya Penerangan

Astrid S.Susanto (17277 : 6} yang mengatakan, bahbwa

penerangan adalah usaha manusia hidup bersama (bermasyara-—
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kat) untuk memindahkan idenya dari pibak satu kepada pihak
vang lain dengan menjelsskan maksud dan tujusnnya.

Sejalan pengertian vang dikemukakan oleh Susanto
tersebut, Anwar Arifin (1982) mengemugakan pula bahwa pene-
rangan adalah kegiatan komunikasi. Sedangkan yang dimaksud
kouminikhasi  adalah proses saling membagi  atau  menggunakan
informasi secara bersamé dan bertalian antara para peserta
dalam proses informasi. Jdadi secara =ederhana penerangan
dizamakan dengan yang dimaksud informasi atawn komunikasi
vaitu proses  penvampaian ide/pesan dari pihak  yang  satu
khepada pihak yang lain.

Dalam perkembangan selanjutnva, tampaknya pengertian
penerangan bukan sekedar informasi, melainkan mengandung
tiga unsur yaitu

1. Unsur informasi,

2. Un=sur edukasi,

3. Unm=ur persuasi atauw zxjakan yang meyakinkan (Soedikio,

1985% 2 13)

Dengan demikian pengertian peEnErangan adalah kegiatan
koemunikasi vyang berisi keterangan—keterangan, pendapat-
pendapat, gagasan—gagassn  ataupun kebijakan pemerintah
dengan maksud menjielaskan, mendidik, dan mempengaruhi di-
certail pesan ataw anjuran agsr yang dikeri penerangan ber-—
sedia bersikap dan bertindak sesuai harapan vyang memberi

pEDEranQa&ars .
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Didalam konztalasi kenegaraan, di. mana pemerintah
memegang peran sktif dalam pembinsan masyvarakat, antars
lain melalui penerangan, maka tidak lepas dari pada landa-—

can fTalexf

m

b Pancasila, maka penerangan pemerintah dihayati
cleh landasan—landasan kerjz meliputi :
#. Usaha penerangan {(to anlighten) secara faktual
dan juga ocbjektif.

. Usaha mendidik.

€. Mengajak serta memberikan uluran tangan.

d. Membimbing, dan

g. Seksligus mengsrahkan kepads tujuan yang dicita-

citakan bersama" (Kertopati, 1984 : 30)

Demikianlalh kenyataan penerangan delam praktek  vang
dilakzanakan oleh Departemen Penerangan sebagai salah satu
dari unsuwr pemerintaban diferensiatif (berbeda—~ beda) dida-
lam bidang tugasnya, yaitu antara lain sebagai =zarana untuk
mendorong  semsngst serts membanghkithkan gairah masyarakat
wntuk bersama—sama dengan pemerintah menujuw  hkepada cita-
cita mnasiconal, dengan melalui program nasional.

Oleh hkarena itu tugas atau kedudukan penerangan  di
Indornesia dengan sengaja penulis mempertegas dengan maksud
untuk lebih mendapatkan dan sekaligus memperielas kedudukan
histeris dan tata lakuw ocperasicnalnya.

Tugas Departemen Penerangan di Indonesia pada dasar-—
nya dapat dibagi atas dua kelompok, masing-mesing 3

1. Tugas pokok;

2. Tugas khbusus.



Tugas pokok Departemen Penerangan eebagaimana Yang
dirumaskan dalam keputusan Presiden RI Mo. 4% Tabun 1974
ialah "Menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan

dare pembangunan di bidang penerangan'.

Dalam hubungan dengan hakekat pembangunan di Indone-—
=ia =eperti yang ditetapkan dalam GEHM, bahwa tugas pokok
tersebut dalam penjabarannys mencakup empat fungsi utama.

"1. Memantapkan pembinsan kesatuan, persatuan  dan
jiwa bangsa.

2. Men=sukseshkan pembanguran nasional melalui
Fepelita.

d. Menggalang ketahanan nasiconal @ bagi terwujiuvdnya

stabilitas nasional.
4. Tugas—-tugse khhusus yang beruang lingkup nasional”

Tugas hkhusus Depatrtemen Penerangan ialaﬁi tugas-—
tugss vyang kersifast khusue dengan ruang lingkup nasionsl
ceperti: Bimas, Pemilihan Umum, Keluarga Berencana, Tahun
Kurnjungan Indonesisx 1991 dan sebagsinysa.
€. Penerangan dan Perencanaan Terpadu
1. Penerangan Terpadu

FPengertisn penerangsn secara garis be=ar telabh diu-
raikan di atas, maka vang perlu diberi pengertian disini
adalah "Terpadu" (Integrated) dan apa yvang dimaksud "Pene-
rangan Terpadu”. .

Terpadu  bkerarti memadukan atan menyatukan  dua  stau
lebih kegiatan sehingga tercipta keserasian dan kesatuan
gerak langkah.

Memperhatikarn pengertian di stas, ¢« maka  "Penerangan



Terpadu" adalah sistem penerangan yang dilakukan dalam hal
ini woleh Departemen Penerangan sedemikian rupa sehinggsa
terwujud keserasian dan kesatuan gerak langkah dalam setiap
veaha/kegiatan penerangam. Dleh karenanya prinsip hocordina-
=i, integrasi, dan singkronisasi perlu diperhatikan.

Mernurut Drs. Ton Kertopati (1984 : 114) dalam  buku-
nya Menajemen Penerangan mengemakakan

"Penerangan Terpadu dapat dilihat dari dus ﬁegi,'

vaitu dari segi isl dan dari segi  penanganannva.

Keterpaduan dalam segi isi adalah keterpaduan pene-—

rangan  sektocrsl dan penersnigan lintas sektoral.

Keterpaduan dalam penanganan ialah dalam kaitannya

diantara wunit kerjz di lingkungan Departemen Pene-

rangan sendiri dan terpadu dengan unsur lainnya di

lvsr Departemen Penerangan”

Dari pendapat ini dapat dilihat adanya tiga jalur
keterpaduarn dalam kaitannys dengan proses operasionsl  pe-
nerangan, yaitu @

1. Keterpaduan ai dedam linghungan Departemen

Penerangan sendiri.
2. Keterpaduarn Departemen Penersngan dengan  unsur
penerangan pemerintah lainnya. .

3. Keterpaduan Depertemen Penerangan dengan  unsur

penerangan yang ada dalam masyarakat.

Untuk lebibh menjamin terwujudnyea keterpaduan kegiatan

penerangan dari berbagai unsur seperti diuraikan di  atas,

perlu adanya pols cperasicnsl penerangan yang menyangkut e
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1. Latar belakarng masalah.

2. Tujiuan Penerangan.

3. Materi Penerangan.

4. Pemilihan dan penggunsan medis penerangan.

%. Koordinasi vang ketat.

Dengan adanys penerangsn terpadu seperti diuraikan di
ataz akan dapat dihilanghkan, setidsak-tidaknya memperkecil
pemborcean yang disebkabkan karena kesimpansiuwran homuni-—
kasi. Untuk itu perlu dimantapkan sistem penerangan terpadu
vang mementinghkan terciptanys koordins=i dasn =singkronisacsi
di segala tingkatan.

Ragaimemapun  juga keterpaduan disini  berarti semus
jajaran penerangan, ses=uai dengan batas kewenangannya dari
sxtu  pErencansan sampxi pada tingkst  peEngaswasan harus
terlibat dalam proses :

1. Perngambilan suatu keputusan staw kebijasksanzan.

2. Perumusan rencana atau kegiatan.

3. Pelahksanazan suatu kegiztam.

2. Perencanaan Tgrpadu
Sekarang timbul pertanysan, aps yang hendak  dicapai
dari perencanaan terpadu itu ?
Urtuk menjawab pertanysan distas tentunys tidak  ter-—
lepas dari uwraitan—uraian di atas, yaitu mewujudkan suatu

redla operasicnal penersngan.  Adelsh suatuw kebijaksanaan



yang ironi apabila pada tingkat operasional yvyang dicanang-—
kar  keterpaduan gerak, =ementars pada tingkat pErEncanaan
tetap berjalan zendiri-sendiri. Karena itu gagasan pene-—
rangar  terpadu vyang dikembangkan Departemen Penerangan
mutlak diperlukan adanya perencanaan yang terpadu pula.
Mengapa pula perlu adanya perencanaan terpagu? Ter-
hadap pertanyaan ini secara singkat dapat dijawab bahwa
rerencanasan terpadu asdalabh sebagai slat ataw cara  untuk
mencapai tujuan dengan lebih baik, melalui suatu pola ker-

Jasams yang integral antsra satu pibak dengan pihak lainnya

demi mewujudkan kebersamaan dalam pemikiran dan kesamaan di

dalam implementasi.

Dengan perencanaan terpadu diharaphan @

@. Adanya pengaraban suatu kegiatan secara terpadu.

k. Mesungkinkan dilahukannys perkirzan terhadap hal-hal
dalam masa pelaksanasan yang akan dilalui secara terkoor-—
dimir.

c. perencanaan memberikan kesempatan untuk memilibh berbageai
alternatif tentang cara ataupun kombinasi yang terbaik
dal &m mencapqi tujuan melzxluil suatu perumusan bersama.

d. dengan perencanaan terpadu dilakukan .penyusunan skala
pricritas masing-mesing pihak yang terlibet dalam  prog-
ram dan terpadu dalam suatu pola.

g. Dengan adanya rencans terpadu meksa dapat diuvkur  dan



diawasi secara bersama apakah pelaksanaan sesuai dengan
rencans atau tidak.

Meskipurn pelaksanaan kegiatan penerangan  telah  di-
awali dengan perencanaan yang terpadu dan teliti, namun
kesempatan  terjadinya hal-hal yang menghambat 5elaiu &5 &
timbul, cleh karena itu perencanaan terpadu bukanlah jamin-
g untuk tercapzinya tujuen organisasi secars efisien  dan
efektif, akan tetapi masih terbuka kesempatan untuk melaku-—

karn perbaikan-perbaikan.

D. Perencanaan Operasional Penerangan

Opergsional adalah suwatu proses kegiatan vang berupa-—
v& secara berencana dan bertahap untuk mewujudkan suatu
tujuarn  dengsn kebijaksansan dan strategi yang telah dite-
tapkan.

Jika dibhubunghkan dengan perencansan, make perencansan
cperasional tahunan adalah suatu penterjemahban secara lebih
kormkrit, epesifik dan operasional dari rencans jenghka
menengab secara tahunan. Rencana ini tetap berpegang kepada
tujnan—tujiuvan, hkekijakeansan-kebhijsksansan, pricritas dari
pada rencans Jangkah menengah. Penye;uaian—penyesuaian
seecara  tabuwnan dimunghinkan berdassr tinjausrn pelaksanaan
rencana sebelumnya, perkembangan keadaan serta perkiraan
keadaan masza  rencana vang akan dilalui serts  informasdi-

informasi baru wvang tidak didapathan sebelumnya.
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Perencanaan operasional tahunan juga mengaitkan
dengan erat antara perencanaan program—-program dan proayek—
proyek tabunan dengan perencanaan jangka menengah serta
peEr/usunan anggaran belanjis negara. Hal ini juga menunjuk-
kan akan sifat operasiénalnya rencana ini. Seringkali bah-
kan pengkaitan antaras rencana program darn proyek  tabunan
dengan penyusunan anggaran merupakan embrio daripada suatu
pErencanaan operasional tabunan vang lenghkap.

Unsur—unsar  vyang perlu ditetapkan dalam perencansan

operasicnal tabunasn ini 3

8. Kegistan—-kegiatan apa vamg perlu dilskukan.

b. Siapa vang melakukan kegiatan—-kegiatan tersebut
terdabulu. Penting pula &dalah tatsx  hbobungsn
kerja antara masing-— masing.

c. dadwal waktu pelaksansxan kegiatan  yang  perlu
dilakukan.

d. Bernmtuk stauw hasil daripada kegiatan—-kegiztan vang
dilakukan" (Tiokroamidjojoc, 19879 : 163)

Perencanaan operasicrmsl tabunan inid amat  membutubkan
kerjazama vyang serasi antara berbagai badan pemerintahan
varg terlibat dalam perencansan dan pelaksanaan  pembangun-
arn. Terutama hal ini harus dilskukan antara badan perenca-—
naan pusst dan bBadan penyusunan anggaran belanis  negara.
Ferencanaan operasional tahunan merupskan & unifying ele-
ment dalam perencanaan pembangunian.

Dibhubungkan dengan implementasi perencanaan operasi-

crial  vang ada di Departemen Penerangan, juga diteraphkan

perencanaan operasional.



Dalam pengertian manajemen, program adalah suatu
rencana yang dibatssi oleh adanya penyedizan waktu, prasa-—
rana, Anggaran, tenaga. Dengan demikian  program  operasi
penerangan ditentokan untubk eetiap txhun kerja, - secara
berkesinambungan. Program operasi  penerangan ditujukan
urtuk mencapai smEaran penerangan yaitu  kondisi mental
masyarakat yang makin baik selaku insanm Pancasila dan insan
pEmbangurian .

Program operasi itu terdiri stas perincian  program
vang di dalamnya memuat penggunaan days dan dana.

Program operasl penerangan dipergunskan sehagai  pe-

doman bagi unit-unit teknis penerangan, mencakup:

1. Program ocperasi penerangan yang sudab dapat dijadwalkan
zehubungan dengan adanya peristiwa-peristiwa  penting
terkaitarn  dengan hari bersejaralb, hari peringstan pada
setiap tahun yang hesemuanya erat sekali dengan pembina-—

ary jiwa banges., misalnys:

- Hari Kebangkitan Masional,

- Hari Sumpah Pemuds,

- Hari Proklamasi kKemerdekaan,
~ Hari Pahlawan,

- Hari Pendidikan Masional,

— Hzri Kartimpmi,
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~ Hari Kesaktiarn Pancasila,

dary  hari-hari besay lainnys.

Kesemuanys merupakaﬁ tonggak sejarah yang setiap tahun
harus dimanfaatkan secara baik untuk menggeloraksn  jiwas
darn semangat persatuan dan kesatuan serta patriotisme
tkangsa, dikaithkan dengan tingkat kemajuvan pembangunan.
Program operasi penerangan yang direncanahkan setiap
taburn  kerja dapat diperkirskan ada beberaps hal  yang
memerlukan pricoritas perbhatian umum.

Untuk jargka waktu vang paling panjang seperti masalah:

- Pangan,

- Sandang,

- Papan (perumahan),

- Pendidikan.

- kezehatan,

- Lapangarn keria, .
- Kependudukan dan Keluarga Berencana,
- Transmigrasi,

—-  Koperasi,

-  Peranan wanita dan Pemuda

- Penggunaan hasil Industri dalam negeri,
- Pariwissmstsa,

- Lingkungan hidup,

-  Kesadsran Hukwn dan Disiplin Masiconsl,



= FPertahanan dan Keamanan,
- Pemasyarakatan P-4,

dan lain-lainnya.

Program Operssi  Penerangan  harus  disesuaikan " dengan
kebijaksanaan nasional agar secara tepat dan terarah
dapat memilih pricritas permasalahn yvang akan  meniadi
zubjek penerangan.

Program Operasi Penerangan yvang direncanakan ini  dapat
berbeﬁtuk rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- Kampanye Masional

- Kampanye Regional

- Wampanvye Lokal

Pola-pola kampanye dalam kaitannys dengan ruang  linghug
sasaran khalayak, materi, penggunzan media dan sistem -
koordinss: diruvwmaskan dalam petunjuk pelaksanaasn.
Frogram Operasi Penerangan Hhusus.

Tidak semua peristiwa dapat diketabui ataw diperkirskan
sebelumnya. Untuk menghadapi pendadakan peristiwa  vyang
memer lukan penerangan perlu dipersisphkan perangkat  vyvang
dengan aegﬁré menjadi tim wang mampu bergerak cepat
untuk beroperazi secaras khusus dalam waktu tertentu.

Tim imi terdiri atas gabungan unsur—unsur yang berasal
dari unit-unit yang sda secara terkoocrdinssi dan ter-

padu.



Program Operasi Penerangar disusun berdasarkan materi
pokok pererangan yang telah ditetapkan. Penyajisannya dija-
barkan dalam bentuk kegiatan penerangan lewat radio, tele-
vwisd, film, pers, pameran, pertunjukan rakyat ataupun pene—-
rangan tatap muka dengan kualitas yang makin meningkat.

Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan keje-
nuhan masyarakat dan menghilangkan geéan seakan—akan pene-—
rangar hanyalah kegiatan rutin dan penguléngan~pengu1angan
vang kering dari daya kreaai, sedangkan akibat hasil pem-—

tangunan kehiduparn masyarakat telabh lebib majiu.

E. Faktor—faktor perencanaan
Dengan  meranghaikarn hubungarn antaras suatu rencans

vang baik dengan proses perencanaan itu sendiri, maka untuk

menyusun suatn rencans vang baik diperlukan beberapa faktor

sebagal berikut:

1. Suatu rencana hendaknya disuwsun oleh tenaga yang bensr-—-
benar mengetahui teknik perencanaan.

2. Rerncamns  harus dibuwat cocleh orang yvang mendalami tujuan
organisasi.

A. Rencana harue didukung oleh datas/informssi, ide-ide yang
relevan.

4, Rencana  hendaknys disusun clebh crang mengetabui sifat
hakiki daripada permasalhan serta mampu melihat kedepan.

{Widixias, 1787:38-37)



Suatu rencana vyang telah disusun tentu diharapkan
akare memberikan manfaat yang sebesar-besarnys bagi  kepen-—
tingan organisasi. Pada dasarnya perencanaan itu  lebik
mudah dipahami dari pada digunakan dan dilakesanakan. Bebe-—
rapa hambatan penggunaan dan pelaksanaan perencanaan sering
terjadi  yang datangnys baik dari dalam maupurn  dari  orga-
nisasi ituw sendiri. Hambatan dari dalam misalnya belum
tersedia ahli perencansan yang profesional, belum tersusun-—
nya data—data yang realiabel dan akurat, belum jelas cara-—
cara dan peEncapaiasn tujuan.

Hambatar dari lusr misalnys disehabkan  terbatasnyva
dana yang diperlukan adanya ketentuarn—-ketentuan yang harus
dikzitharn dan memerlukan pemikiran, dan  pengarabh waktu,
situasi, kondisi lingkungan. Masalah yvang demikianm kadang-
kadarng membuat seorang perencana menjadi kecews dann sehe-

parnya inli tidak perlu terjadi.



BAR IXIX
GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN PENERANGAN REPURLIK INDONESIA
PROPENSI SULAWESI SELATAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DEPPEN

1. ¥edudukan Deppen

Dalam perjalanan perjuangan bangsa dan negara  dan
urituk  mempertahbanhkan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan
ini, Departemen Penerangan mempunyai kedudukan dan  peranan
vang tidak kalah pentingnya dengan departemen lain. Kedu-
dukarn dan sksistens=i Departemen Penerangan di dalam  kehi-
dupan herkangsa dan bernegara sebagail alat perjuangan bang-
s merupakan kenvataan sejarah tersendiri, karena peranan

yvarg diberikan dari masa ke mass sejak berdirinvya Republik

n

Indonesia, sampsl ssxst ind yvaitu uwntuk mengisi  kemerdekaan
melaluil pembangunan nasional.

Di dalam pengaturan tatas kerjia kabinet, Departemen
Fenerangan termasuk di dalam bidang politik dan keamanan.
Mamurn  bkila dipandang dari segi teknise opbrasionxl, Depar-
temen Penerangan'adalah penyelenggars penerangan yang men-—
cakup =eluruh bidang dan sektocr yang ada dalam  kabinet.

Oleh hkarenanya Departemen Penerangan dengan seluruh  jaja-

rannya termasuk Kantor Wilayah Departemen Penerangan Pro—
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pinsi  Sulawesi selatan menjadi juru kicars semua instansi
darn  pemerintah Daerah, dengan melake=anakan kegiatan pene-
rangan s=esual dengan situasi dan kondizi daerah setempat.
Sebagai apsratur pemerintabk vang Eertugas khusus
dibidang pgenerangan, maka Departemen Penerangan berkedu-—
dukan sebagai pembina, pembimbing serts pemberi izin sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

2. Tugas dan Fungsi Deppen

Da]gm rubwngannnya dengan pembéﬁgunan nasionsl, yang
bertujuan  untuk mewujudkan swatu masyarakat yang adil dan
makmur meratax materil dan spiritusl berdasarkan Pancasila
dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang
merdeks, baerdaulat, bersstue dalam  sussana perikehiduapan
bangsa vang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam
lingkungan dan tats pergaulan dunia yang demai, makas tugas-—
tugas penerangan adalah menumbuhkan sikap mental masyarakat
urntuk mendukung dan menyukseskan pembangunan.

Berdasarkan Pedoman Penerangan Tahun 1983-19848,
ditegaskan:

"Pererangan bagi pembangunan nasional Indonesia jelas

mempunyal peranan  yang sangat penting. Penerangan

harus  mampu menyslurkarn  pengertian—pengertian  yang

terkandung dalam kebijsksanaan pembangunan dalam

proses  penbangunan masyarakat Indonesia yang serbs

majemuk, yang mengalami perubahan—perubahan yang amat
cepat"” {(Deppen RI, 1988:5)
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Rerdasarkan uwraian tersebut, maka kedudukan Departe—
mers  Fenerangan sebagsi penanggung jawab fungsional tugas-—
tugas penerangan tidak terlepas dari tugas pokok Departemen
FPenerangan. Tuéas pokok Departemen Penerangan, sebagaimans
dirumuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974
ialah  :"Menyelenggarakan sebagian tugas Umuim Pemerintahan
dan Pembangunan di bidang Penerangan".
Untuk dapat lebih memantaphan pelaksanaan tugas pokok
Departemen Penerangan, dalam penjabarannys, eebagai
terikut:
"1. Memantaphkan pembinaan keéatuan, persatuan  dan
jiwa bangsa.

2. Menyukeeskan Pembarngunan Masionsl melalui Repeli-

3. ;Z;gga1ang Ketahanan Masionzl bagi  terwujuvdnya
stabilitas nasional.

4. Tugss—tugas hkhusus yang beruanglinghkup MNasiongl"
{Penjabaran Tugas Pokok Deppen)

Sejxlan dengan tugas pokok dan kedudubkan serts fungsi
Departemen Penerangan, maka kKantor Wilayah Departemen Pene-—
rangarn  FPropinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanzakan  tugas
darn  fungsinys menyelenggarahkan fungsi koordinatif di  dae-
rab. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Wilayah Departemen
Penerangan wajib meneraphkan prinsip koordinasi, integrasi
darn singhkronisasi badik dalam linghungan masing-masing  mau-
pun antar organisasi dalam lingkungan Departemen, serta

dengarn uwnit kerja penerangan, yahkni unsur penerangan/kehu-
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masan pemerintah dan yang ada dalam masyarakat (non peme-

rimntah).

Sekagaimana diuwraikan sebelumnya, babwa Departemen

Fenerangan vang berbentuk "Integrated Type" maka:

"a. Di  tingkat propinsi, para kepala kantocr wilayah
Departemen Penerangan adalah hkoordinator dari
selurub jajaran Departemen Penerangan di Daerah
Tingkat I

k. Ditingkast Kabupsten/Notemadya, para Kepala Kantor
Departemen Penerangan adalah koordinator dari
eeluruh  jajaran Departemen Penerangan di Daerah
Tingkat Il1. (Keputusan Menpern RI/1788)

Rerdasarkan pasal 649 Surat Keputusan Menteri Pene-—
rangan RI MNomori SSB/KERP/MEMPEN/ 1975 juncto Surat Kepu-—
tusan Menpen RI Momor: 2320 A/KEP/MENPEM/1984 tentang: Orga-
nisasi dan Tata Kerja Departemen Penerangan., Kantor bila-
vah Departemen Penerangan Propimei Sulawesi Selatan mempu-
rnyai tugas pokok dan fungsi Departemen Penerangan di  wila-
vah vang bersanghutarn.

Selanjuvtnys dikemukakarn uwntuk melasksanakan tugas
pokok tersebut, sesuali pasal 695 Kantor Wilayah Departemen

Penerangan mempunyai fungsi untuks
"&. Menyelenggarakan pengaturan dari Pimpinan terha-
dap pelaksanaan cperasi penerangan yang disalur-
kan melalui media penerangan pemerintah, baik
media komunikasi massa mauvpun tradisionsl.

b. Menyelenggarakan hegiatan—kegiatan penerangan
langsung terhadap masysrakat vyang  tinggal  di
daerah perkotaan serta penyelenggara hubungan
herjssama dengan unsur penerangan mesyarakat dan
unsur pemuhka masyarakat.

c. Memberikan bimbingan, pengarahan dan pengendalian
hegiatan penerangan yang dilakukan oleh Kantor
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Departemen Penerangan Kabupaten/Kotamadya dan
Pusmenmss.

d. Menampung masalah gejolak/pendapat masyarakat di
wilayah masing-masing untuk diteruskan kepada
pimpinan  Departemen Pernerangan sebagai laporan
arus balik.

€. Melakukan pembinasn dan pengamatan terhadap kegi-
atan penerangan yang dilakukan oleh lembaga
homunikasi masss non pemerintab di bidang  kera-
dicar, pertelevisian, perfilman dan persuratka-
barzr” (Deppen RI, 197%5)

Dengan demikian fungsi koordinatif Kantor Wilayah
Departemen  Penerangan Propinsi Sulawesi  Selatan  sehbagaid
penjabaran  tugas pokok dan fungsi Departemen Penerangan,
berorientasl  pada upays makin meningkatkan darnn memperluas
volume dan dimensi operasional. terutama dalam rangka
memantapkan keranghka landasan bagi pelaksansar  pembangunan
nasional.

Untuk menyukseskan kegiatan penerangsn di daerah
Sulawesi Selatan, sebagai patokan kegiatan adalah "Panca
Tekad Penerangan", yakni lima kemzuwan kerss untubk menyuk-—
crshkan kegiatan dan mendorong semangat zerta tekad berpene-—
rangars. Fumusan Pance tekad Penerangan sebagsimans dissm-—
paikan Menteri Penerangan RI, H.Harmoko pada tanggal 29
Prpre il 1284, dalam Penutuparn Rapat Paripuarns Departemen
Penerangan RI, yang merupakan instrukei kepada jajaran

Departemern Penerangan bkaik Pusat masupan Deerah. Panca Tekad

FPenerangan yaltu sebagsi berikut:
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"1. Meningkathkan keterpaduan gerak langkah operasi
peEnErangan dengan sistem yang dijiwai cleh  watak
dan semangat Pancasila baik ke dalam maupun ke
luar, sesuai dengan petunjuk-petuniuk cperasiconal
yang terdapat dalam pedoman penerangan.

2. Meninghatkan tegaknys semangat pengabdian, di-
siplin kerja dan wibawa penerangan, terutama yang
mervyangkut marusla, isi penerangan dan lem-—
baganys.

3. meningkatkan  terus kemampuan penerangan  dengan
mendayagunakan segala sarana, prasarana dan apa-—
ratuwr penerangsan secara terpadu dan terarsh  de-
ngan tetzxp membina kewaspadaan nasional.

4. Meningkatkan keskraban dan kesetiaan sesama  apa-—
ratur dan kerabat kerja penerangan, baik dalam
lingkungarn pekerjaan maupun di o luar  kedinasan
untuk lebihk berhasilnya pelaksanaan tugas—-tugas
RERErangan .

. Meningkathkarn keterbukaan dan keakraban  dengan
masyarakat luasz, secara aktif terjun kelapangan
dengsn tetap menggunakan pendekatan vang  per-
guasif, edukatif, dan informatif untuk menggelo-

rakan semsrgat dan menggairahbkan partisips=i
masyarakat dalam pembangunan nasional” {Deppen
RI, 1?288)

Melxlui Panca Teksd Penerangan tersebut, diharaphan
dapat menanamhan pengertian kepada seluruh masyarakat
secwrs  =sxdsr  memberikan dukungan dan peran serta secars

ahtif terhadap =setiap kebijaksanaan pemerintah.

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Deppen

Struktur organisasi adalabh kerangka menyeluruh dari-
pade  sustuw  organisasi vang menghubunghkan fungsi-fungsi,
pembagian  kerja, wewenang dan tanggung jawab dari masing-
masing hbagiansbadan usahs ataw orang yveng  terlibat  dalam
proses pencapaian tujuan. (Sutarto, 1787:84)

Selain dari pada itu, struktur orgeandesxei ditinia

dari fungsinya, adalah alat yang dipergunakan oleh pimpinan
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untuk memudahkan pengendalian, pengawasan dan pengorganisa-—
siarn  terhadap unit/anggota ataw s=etiap dalam organisssi
tersebut agar dapat mengetabui secara kongkrit tugas, wewe-—
nang dan tanggung jawabnya.

Struktnr organisasi dan hubungan kerjs Kanwil  Deppen
FPropinsi Sulawesi Selatan, tertuang dalam Surat Keputusan
Menteri Penerangsn RI Momorg 553!KEP!HEQPEN! 1975 Juncto
Burat Keputusan Menpen RI  Momor: 230 A/KEP/MENPEMNM/1784
tentang: Organisssi dan Tats Kerjs Depsrtemen Penerangan.

Untuk menjalankan tugas pokeok dan fungsinya sebagai-
mana dikemaikakan di atas, maka Kantor Wilayabh mempunyai

perangkat organisasi yang terdiri atas:

&. Bagiarn Lhmum

b. Ridamng Penyusunean Program dan Evaluasi

c. Ridang Pers dan Penerbitan

d. Ridang Hubungan dan Penerangan Masyvarahkat
¢ . Bidang Koordinasi Medis Penerangan

d. Ridang Pembinzan Kegiatarns Penerangan Dasrah

ad. a. Bagian Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan
administrasi kepads unswr—unsnr di lingkungan Kantor
bilayah Departemen Penerangan di propinsi.

Urstuk menvyelenggarakan tugas-tuga=s tersebut, Ragian

Umum mempunyai fungsi =
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d.

b

(1) Menyelenggarakan urusan tata wsaha Kantor
Wilayah.

{2} Melakukan pengurusan  tata uvsaha kepegawaian,
baik vyang didasarkan kepada pembinaan karier
maupun kepada segi-segi kesejahterzan umuam.

(3} Melakukan pengelelaan anggargn!keuangan, baik

anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta

mengelola materiil/bends milik kantor wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungesinya, Bagian  Umum

dibantu ocleh seksi-seksi vang terdiri atas:

1. Subkksgian Tata Usahs
2. Subbagian Kepegawaian
A, Bubhspian Kewangan

4, Subbagién Perlengkapan

Ridang Penyusunan Program dan Evalussi  mempunysi
tugas untuk menyusun rencana  dan program Secars
merryelurub serta melakukan evaluss=i terhadap hasil-
hazil vyang dicapai oleh pelaksanaan penerangan.
Dalam menjalankan tugss dan fungsinya, Bidang Peryu-—
sunan Program dan Evaluasi dibantu oleh seksi-seksi
vang terdiri atas:

1. Bekei Himpurnearn dar Pengoelahan Bahan Penerangan.
2. SBrksi Penyusunan Rencana Operasi Penerangan.

3. Sekei Evsluassi dan Laporan Daerah.
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ad. c. Ridang Pers dan Penerbitan, mempunyai tugas Untuk:

(1) Menyelenggarakan penerangan melaluil media perne-—
rangan dan meneliti penerbitan—-penerbitan non
pera sebagai unsur komunikasi sosizl.

(2) Mengadakan hubungan kerjasama ?ang bersifat mem-—
bina zgar pers dan penerbitan—penerbitan lainnya
dapat berperan positif dalam pembangunan.

Dalam menjslankan tugss dan fungsinys, Bidamg Pers

dar Penerbitan dibantu oleh seksi-seksi vang terdiri

atas:

1. Seksi Penerbkitan Umum

=

2. Seksi Pengamatan Pers dan Pendapat Umum

3. Sekei Dokumentasi dan Perpustaksan Daersah

ad. d. BRidang Hubungan dan Penerangan Masyarakat mempunyai
tugmses  untuk melazkukan penerangan langsung  terhsdap
sasaran utama masyarakat kota, pemuka-pemuka masya-
rakat dan golongsn masyvarskat dengasn melaluil cera-
mah, anjangsana dan menjalin kerjasama dengan masya-—
rakat dikidang penerangan dengan melalui keseniaan

daerah, pertunjukan rakyat serta pameran.

Dislam menjzlankan tugas dan fumgsinya, Ridang Hu-
bungan danrn Penerangan Masyarakat dibantu cleh seksi-

sekei vang terdiri stses:
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1. Sekesi Hubungan Masyarakat
2. Beksi Ceremah dan Dishkusi
Z. Sekzi Pertunjukan Rakyat

4, Sekei Pameran

Ridarng Koordinxsi Media Penerangan mempunyai tugas
untuk mengadakarn pengamatan terhadap kegiatan pene-
rangarn melalul radic, televimi, dan film serta aki-
bat yang ditimbulkan dalam masyarakat serta mengada-
&y pembinssn  sisoran pEnerangan melslod medis
elektronik dan film dalam satuw koordinasi vyang
EErasli.

Dalam menjalankan tuwogass darn fungeinys, Bidang Koor-—
dinasi Medié Penerangan dibantu oleh seksi-seksi

veang terdiri atas:

1. Seksi Siaran Radio
2. Seksi Silaran Televisi/Film

3. Seksi Foto dan Lukisan

Ridang Pembinsan kKegiatan Penerangan  Daerah  mempu-
nyai tugas untuk melakukan pembinaan pengembangan
dann  dan pengarahan kegiatan operasional penerangan
di kabupaten/kotamadya dan pedesaan =erta memberi
participasi instansi-instansil pemerintah, swasts dan

masyarakat pada kegiatan-kegiatan penerangan vyang
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terarah dalam satu %koordinasi, integrasi dan sing-—
kronisasi yang serast.

Dalam menjalankan  tugas dan fungsinya, Eidang
Pembinaan Kegiatan Penerangan Dzerah dibantu oleh
seksi-seksi yang terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan Kegiatan Pembinaan Daerah

2. Beksi Fembinaan Penerangan Langsung

0l

ekeli Pembinaan Mobile Unit

Adapun susunan struktur ocrganisssi Kantor Wilayah
Departemen Penerangan Fropensi Sulawesi- Selatan dapat

dilihat pada lampiran 1.

C. Kegiatan Operasional Penerangan Kantor Wilayah
Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan

1. Keadan Geografis dan Demografis Sulsel

Kegiztan Operssicnal penerangsan yang dilaksanakan
jajaran Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi
Sulawesi Selatan, diarahkan dalam rangka mendukung dan
menyukeeskan pelakseanaan Pembangunan yang dialokasikan di
daeralr Sulawesi Selatarn.

Sasaran khalayak atauw auwdience Deppen adalah
masyarakat yang-berada di daerah Sulawesi Selatan dengan
ceegala lastar belakang, karakteristik seosial  budaya  yang
heterogen.

Sedang dasral sasaran penerangan adalah daerah

Sulawesi Selatan berbatasan dengan @




— Sebelah Utara

dengan Propinsi Sulawesi Tengah
— Sekelah Timur : dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara
- Sebelah Selatan : dengan Laut Flores

- Sebelah BRarat

dengan Selat Makazssar.

lLLuas Wilayah daerah Propinsi Sulawesi Selatan
mencapai: 62.482,%54 sz, yvyang terdiri atas 2 kotamadya,
21  kabupaten, 1 Kota Administratif dan terdiri atas: 178

kecamatan, 1.237 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan menurut hasil
Registra=si penduduk tabun 1989  (Kantor Statistik
Propinsi Sulawesi Selatan) berjumlah &6.731.236 Jiwa,

dengan laju  pertumbuban  penduduk diperkirakan 1,26%.

Ditinjau dari segi Penyebaran penduduk dapat
dilihat bahwa 12,18 % dari seluruh penduduk di  Sulsel
berada di Kotamadya Ujung Pandang yang luas daerahnya hanya
0,28 % dari luas daerah Sulsel. Keadaan ini menyebabkan
Hiung Pandang merupakan daerah tingkat II yang terpadat di
Sulawesi Selatan. Sehaliknya Kabupaten Mamuju yang
mempunyal luas 7 % dari luas Sulsel hanya berpenduduk 2,30

dari selurub penduduk yang adsa.

2. Aparat Kanwil Deppen
Jumlah pegawai Kanwil Deppen dan  Kantor Departemen

Penerangan Kabupaten/kKotamadya se Sulawesi Selatan sebagai
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pelaksana Operasional penerangan sebanyak 1.736 orang vyang

terinci menurut golongan, sebagai berikut

I

Galongan I 107 pegawali

Golongan I 1.14646 pegawai

H

Golongan IIX 466 pegawal

1l

Golongan IV 17 pegawai

dika dirinci dari jenis pendidikan, maka komposisinya

adalah sebagai berikut =

Sekolabh Dasar : 78 pegawai
- S L TP 2 127 pegawai
- SLTA : 1.121 pegawad
— Barjana Muda : 1979 pegawai
Widyaswars : 1 pegawai

— Jupen Fungsional : yang diusulkan 422 pegawai
Kab/Kotamadya : Sk. Terhit 328 pegawai
Untuk meningkathkan hobot operasional penerangan akan
dilaksanakan pembinaan Ban peninghkatan pengetahuan,
keterampilan dan pembentukan sikap mental setiap aparat
penerangarn, baik Smelzalui diklast teknis maupun melalud

diklat jemnjang karier, sebagai berikut :
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Sumbeyr & Program Kerja Kanwil Deppen Frop. Sulsel
Tahun Anggaran 1770/1771

D. BGaris Besar Program Keria 1990/1991

Sesuai  Instruksi Kepala Kantor Wilayah Departemen
Fenerangan RI Propinsi Swulawesi Selétan No.38/Inst/
32/K/128%2 tanggal 1 April 1987 (lihat lampiran 02), vyang
diinstruksikan ' kepads P& & Kepala Ridang/Ragian
dilingkungan Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi
Selatan. Isi imstrukei ini mengogambarkan tahspan  persiapan
penyusunan/pengelahan program kerjs tahunan, triwulan, dan

falanan.




Adapun isi inmstruksi tersebut antra lain :

Fer teamea ;i Kepada para Kepala Ridang/Ragian di Lirngkungan

Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Propinsi

Sulawesi Selatan, mulsi 1 April 1989:

a. Menyiapkan secara rutin setiap tahap peEnyu—
sunan/pengol aban Frogram herja Tahbunarn,
Triwulan, Bulanan, bahan-bahan masukan menu-—
rut tugss dars fungsi masing-masing
unit/satuwan kerja.

b. Untuk Program Kerjs Tahunars 1989/1991, input
data diterima paling lambat tanggal 1S April
1989, untuk program kerja triealan I, II,
111, darr IV selambat-lambatnya diterima
tanggsl S triwalan yang hersanghutan, dan
program kerja bulanan, diterima tanggal 8

seetiap bulan.

Kedua 3 Untuk terwujudnya kesatuwan gerak vyang serasi,
maka bahan—bahan masukan dalam rangka penyusunan
pProgram, mutlak dibahas | =ecara hirarkhi
antara bagian dengan subbagian,dan antara bidang
dengan seksi, yang pada akhirnya dibahas dalam
forum Komnsultasi Karnwil Deppen Propinsi Sul awesi
Selatan.

Ketigsa : Mernetapakarn Ridang Penyvusunan Program dan Eva-

luasi Karnwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan
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sebagai pelaksana/penyelenggara forum konsul ta—

et dimakesud, WENG SECarH struktural
mempunyai tugas untuk  menyusun  rencana dan
P OGgr am secara mervyelurub serta melakukan

evaluasi terhadap basil-hasil yang dicapal oleh
pelaksana penerangan.

Adapun Program operasional penerangan (Kanwil Deppen
Sulesel 1990/1991 diarahkan untuk pencapaian sasaran dan
tujuan  penerangan  yakni  terciptanya sikap dan prilaku
meEsyarahkat selaku imsan pembargunan Yang mendukung
dan melaksanakan kegiatan pembangunan di  segala bidang
seesl dengan kebdjsksansan pemerintah dasrabh setempat.

Srcara rincli program operasional penerangan tersebut
meEgEat  penggunsan sumber dana dan sumber  daya | serta
peEnetapan waktu/penjadwalan pelaksanaan kegiatan
P BQ&ET .

Berdasarkan =surat Keputusan Menteri Penerangan yang
mencakup ¢
&. Pernerangan Pembangunan, yang meliput% :

1. Program operasional penerangan yang sudah dijadwalkan

misalnya berkaitan dengan hari bersejarah yang dipe-

ringati cecara rutin setiap tabunnya.
2. Program operasional peEnerangan yang direncanakan
meliputi @ kegiatan berdasarkan paket operasional

pETEr SNgars .
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2

Program operasi penerangan khusus vyang disesuaikan
dengan kebijaksanaan—-kebijaksanaan dari pimpinan
maupun pemerintah daerah, antara lain :
= FPembinaan kerja sama dengan unsur—unsur penerangan
pemerintah maupun unsur penerangan masyarakat dalam
bentuk penerangan terpadu.
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap
forum  kebumasan baik yang tergabung dalam wadah
BAKOHUMAS Tingkat I maupun Tingkat II.
- Memberikan layanan informasi kepada mitra kerja
penerangan seperti PWI, PRSSNI, GPBSI, BRAPFIDA,
SFS, SGP, FFPPI, dan PIP (Pusat Informasi
Pesantren)
- Mengadakan pembinaan KELOMPENCAPIR, Seksi Penerang-
an LKMD damn Lembaga Penerangan Masyarakat lainnya.
- Pemantaparn penjabaran Pola Pengwilayahsn  Komuditi
dan perubahan pola pikir.
—- Peningkatan penyampaian materi penerimsan pajak.
t. Pembangunan Penerangan, yang meliputi :
1. Peranghkat Lunak
Yang dimaksud perangkat lunak adalah sumber daya
manusia atas aparatur penerangan.
Dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan aparatur
wang berhasilguna, diprogrambkan pembinaan pegawail

melalui:
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— Pembuatan Job Description pada masing—-masing unit
kerja baik EBRagian/Bidang, Subbagian/Seksi Kanwil
Deppen maupun Kantor Deppen Kabupaten/Kotamadya.

Pembinzan dan pengembangan sumber daya aparat pene-—
rangan berorientasi pada bakat dan kemampuan
yang dimiliki diintegrasikan dengan pengembangan
dan peningkatan tugas—tugas penerangan.

Menumbuhkan motivasi uwntuk melaksanakan tugas dan

kewajiban melalui pendekatan yang dapat
menciptakan kreativitas kerja dengan memberikan
dorongan, bimbingan dan ketauladanan atas

pelaksanaan tugas.

Memberikan kesempatan kepada . pegawail untuk
mengikuti pendidikan dalam rangka peningkatan
pengetahian dan keterampilan pegawsai melalui
hesempatan mengikuti diklat teknis, pendidikan
jenjang karir maupun pendidikan formal yang
dilaksanakan di luar jam kerja.

Mengadakan diklat / pelatihan teknis lokal
bekerjasama dengan PPD Ujung Pandang maupun
Instansi terkait

Meningkatkan pelaksanaan Panca Tertib sebagaimana
tertuang dalam Surat Kepala Kanwil Deppen

Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :



1120/TW/ L /a/1988, tentang Program Panca Tertib,
wvaituy o
(1) Tertib Administrasi
(2) Tertib OGrganisasi
{3} Tertib Operasionsl
{4) Tertib Mekanisme dan Koordinasi antar Unit
Kerja
{G) Tertib Keakraban secara  fTungsiconal dar
Struktural diasntara pegawai
- Peningkatarn FENQaRWaREEN melekat SEC S
meEnerus dan terijenjang sebagai Upay &

pendayagunasn aparatur penerangan.

2. Perangkat Keras

Rerdasarkan sumber dana yvang tersedia pada  tabun

anggaran 1990/1991, program pembangunan penerangan

yeaig meryanghkut perangkat keras, direncanakan s

=

Fenerbitan

Fenerbitan penerangan diprogramkan wntuk menuniasng

proses pemerataan informasi melalui media
perner ki tan baik vang diterbitkan oleh Karmwmil
Departemen FPenerangan mawupun Kantor Deppen
Kabupaten/Kotmady s ceperti @ Citra DRian, Bullelin
Penerangan, Info Khusus, Serambi Depan Informasi,
Bimbingan Penerangan, FPoster, Gambar Dinding,.

Leaflet selebaran dan penerbitan lainnya.

terus



|

b. Progam Koran Masuk Desa
Frogam Koran Masuk Desz di Daerab Sulawesi  Selatan
dilaksanakan dengan Surat Kabar Pedoman Rakyat,
berdasarkan  kontrak kerja dengan oplag setiap kali
terkit

Pedoman Rakyat JT200 Ek=. realisasi &500 Ekes.

Mimbar Karya J200 Eke. rexliasi 20000 Eks.
Pos Makassar JZ2O0 Eks. rexliasi 4000 Eks

Fraogram Koranm Masuk Dess (KMD) di daerah Sulawesi

Hew latarn dimaksundkars urs bk lebdh mesmart apk an
interaksi positif antara pemerintaht, pers dan

masyarakat di  daerah  pedezsasn agar lekdibt mendukung
td ey mensuhkseskan pembangunan dan berbagai

hebdjakesanaan pemerintah daeralh.

c. Program Surat Kabar Untuk Desa (SKUD) |
Frogrem Surat Kabay Untuk Dess ctabuwn Anggaran
1290/,1991 dengan  penyebarluasan harian Suara Karya,
sebagaimana Jatah yang ditetapkan sementara
{kontrak  belunm diterima )} sehanyak 190,128 Expl.
ataw setiap bulan = 1%.844 expl. untuk 23 Kandeppen
Kab. /Kotamadya dan HKearnwil Deppen Sulawesi Selatan.
Pyragram Penyehbarluasan Surat Kabar Untuk Desa
{SKUD)Y imi  dimaksudkarn  urntuk mendukung kebdjaksanza-—

ars pemerataan s informasi; penerangan pem—



bangunan sampai ke daerah-daerah -pedesaan.
Pelaksamaan hkegiatan operasiconal  pEnerangan yang
dilaksanakan oleh jajaraﬁ Karntor blilayah
Departemen Penerangan Propinsi  Sulawesi Se}ataﬁ
mavpun  Kantor Deppen Kabupaten/Kotamadys dalam
rangka  peningkatan  bobot operaszional penerangan
diperlukan  adanya dukungan sarana dan  prasarana
urrtuk menuwniang mobilitas  kegiatan penerangan
menjangkaw dan memperluas daerah sasaran.
Pendavagunsan sarana operasionsl penerangsn untuk
menduhkung optimalicasi kegiatan yang
dilakseanakan dalam uvpays menjangkau darn memperluas
S@LAran penerangan.
Mergimgat hkondisi ssrana dan prasarana  yang ada,
zebagian besér merupakan  pengadaan lama dan
mengalami  kerusaskan, maka agar tetap  berdayasguns

darn  mampu  mendukung kegiatan yang semakin  hari

semakin  meningkat, pemanfaatannys diprogramkan

— Pemeliharaan melalul penggantian dan atau
perbaikan komponen yang rusak

- Pemanfaatan berdasar priocritas kegiatan

- Pengadzan/pembelian terhadap sarana  yang dapat
dibiayai dengan dana yang tersedia.

2. Lain — Lain

Kegiatarn operasicmal penerangan berorientasi  pads



L&Y & menyuhkseskan berbagal kebijaksanaan
pEmbanguran baik yang bershkala nasional WEL P
regional di daerah Sulawesi Selatan yang  akhir-
ahhiir ird berkembang mern jadi pusat Fengembangan
wilayah Indonesia Bagian Timur , Urstuk membentuk
diramika relaksana-—pelaksana pembangunan SECAF &

ryate, termasuk jajaran pEnerangannya.

Selsin daripada itu, kebidjaksanaan strategis
prenguilayahan komuditas, perobakan pola pikir dan
peninghatan kuslitas sumber daya pembanguran
memer lukan dukungan dan  persiapan  aparat penerangan

di daerab.
Urntuk itu, dalam tahuary RIQOQEY & 1990,1991
diprogrambkan orientasi operasional penerangan lebih
mengintegrasikan dengan pola dasar .kehijakEanaan
pemerintal daerah yaitu :
Mensukeseskan progasm pengwilasyaban komuditas  pertanian
dalam rangka menciptakan tata ruang dan  penataan
sumber—-sumber dava.

- Melanjutkan = Pelaksanaan | percbaban pola pikir
masyarakat di daerah Sulawesi Selatan yang berpikiran

majuw, kreatif, incvatif denn kreativitas.

- Mengembangkan dan peningkatan operasional

T Y BTG ET terpadu  dengan  instansi sektoral



seperti : Mampanye sadar Wisata, Pajak, KB/BKKREN,
Kesehatar, Perbarnkan/BRI, Koperasi dan lain
sebagainya.

Urmtuk  penviapan pelaksanaan pehan 'penerangaﬁ
pedesaan tingkat Masional Tahurn 1991, disipakan
pranata-pranata seperti @ Peningkatan  peranan
Kelompencapir, PIP, Pospendes dan kelembagaaan

Fenerangan lainnys di deerah pedesaan.

)



BAB IV
SISTEM PERENCANAAN PENERANGAN TPRPADU
PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENERANGAN RI
PROPENSI SULAWESI SELATAN
A. Sistem Perencanaan

Sebagaimana  telah dipasparkan pada  bab  terdabulu
balwma yang dimaksud perencanaan adalah penentuan langhkah-—
langkah  =ustu kegiafan veang skan dikerjakan dimasa  yang
akan datang dengan memperhatikan faktor—faktor apa (what),
mengapa (why), dimana (where), kapan (when), siapa (who),
bagaimana (homw). Sesualil teori para pakar agministrasi dan
mariajemen  bahwa apa  saja yang akan  dikerjakan mutlak
diperlukan perencansan yang matang, karena perencanasahn ind
juga merupakan standar dalam evaluasi.

Jﬁﬂa" berarti pernentuan kegiatan apa  yang hendak
dilakesamnakan. Jadi hendaknya kegiatan pertama dari
perencanssn itu adalah menetsphkan déngan jelas tentang aps
varng hendak dilaksanakan.

Tahap kedga adalah menjelaskan "mengapa'"  kegistan
tersebut dilaksanakan, apa pentingnya. Tabhap ini kita akan
mErumask Ery SRS akibat spandainya kegiatan tereebut tidak

dilaksanakan dan sebaliknya apa manfaat Jjika seandainya
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egliatan  tersebut dilaksanakan. tahap ini sering juga
disebul sebagai tabap penentuan tujuan.

Tahap ketiga vyaitu menentukan "siapa"” vang akan
ezl ek sanak an kegiatan tersetat. Faktor ini cukup
menerntukan berhasil tidaknya suatu rencana. Dalam fungsi
manalemen  biasa disebut  dengan  pengorganisasian.  Pada
Labap  ini ditentukan tingkat pengetahuan dan  pengalaman,
semdoritas dari para pelaksana suatu rencana.

Tahap selanjutnya menentukan "bagaimana” kegiatan
tersebut  dilakssnakan. Fada tabap ini ditentukan metode—
metode, prosedur—-prosedur, aturan—aturan, termasuk penen-
tuarn jumlah bisys {(budgetting) dan sumber hiaya. Tahap ind
juga akan diténtukan alat-alat (sarana dan prasarana) yang
akears digunakan.

Ageyr hkegistan  yang hendak  kita  laksanakan  itu,
terjalan secara sistematis, kontinuitas dan  terkordinasi
maka  perla ditentukan "kapan” setiap kegistan  tersebut
dilaksamnakan (perlu ada penjadwalan kegiatan), sebab tanpa
preer ey LU jadwzxl kegiatan, maka tuwjuwan  yang telah
ditetapkan semula tidak dapat tercapai dan  kemungkinan
abary lerjadi heruvgisn dan pemborosan.

Dary yang terahir adalah penentuan sasaran, siapa
sarng  meniadi sasaran kegistan terseboat. Langkah inid akan
Gianaltisa  faktor geografis maupun faktor demografis.

Geugrafis berarti analisa tentang keadaan &lam, sedangkarn




' demografis berarti analica tentang keadaan pernduduk
(méayarakat) gntara lain yang perlu dipertimbangkan adalab
pendidikan, tingkat umur, faktor sosial, politik, ekonomi,
dan sebagainya.

Tahap vyvang terpenting sebelum menjawab 5 W o+ 1 H
adalah mengetahui keadan yang akan menjadi ruang lingkup
perencanaan (sazaran). Dalam tahap ini diadakan pengumpal-
an data dan fakta termasuk pengetahuan puteﬁsi dan masalah
yang terdapat pads sasaran perencanaan.

Jadi prozes perencanaan ini dapat dilihat sebagai
suatu sistem, tahap penentuan rencana {(menjawal SW o+ 1H)
tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi serta memonitoring
FETIC ST

Rdapun pelaksanaan dan cara—cara  yang  digunakear,
baiklah kita memperhatikan basil pengumpulan data Yy ang

telab dilakukan cleh penulis.

1. Tahap persiapan
a. Analisa keadaan dan masalah
Sebagaimana kita ketahui Bahwa SRS AN AN
penerangan. adxlal manusia  dan stau masyarakat.
Kanwil Deppen Propinsi BSulawesi Selatan sasaran
peEnerangannys adalah masyarakst yeang bherdomisili di
Sulawezi Selatan sebanyak 6.731.236 jiwa (DRata 1987,

sumber  KHanlor Statistik Propinsi Sulawessil  Selatan)



yarng  tersebar ke dalam 21 kabupaten, 2 kotamadya,
178 kecamatan, 1.237 desa/kelurahan, dan 1.246 LKMD
{(Ferja Kanwil Deppen 1290/1271 : 17 ).

Dalam bab Ii Frogream kerja Kanwil Deppen
Propinsi Sulawesi Selatan dipaparkan secara garis
besear tentang keadaan darn masalabh yang dihadapi cleh
masyarakat BSulawesi Selatan (Program Kerja Kanwil
Deppen Fropinei Sulawesi Selatan 1990/1991: 16-50).
Hecara singkat penulis dapat memaparkan bagaimans
headaan darnn mazalah di Sulawe=i Selatan yYEIG
merupakaﬁ hasil pengumpulan data dan fakta vang
dilakukar cleh pihak Kanwil Deppen Sulawesi  Selatan
(Ridang Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi) sebagai
berdkut s
(1) Analiza Keadaan.

(&) Kondisi dan Potensi Milayah

- Mata Pencaharian Penduduk menurut lapang
arr kerja; yvaitu pertanian, pemerintaban,
perdagangan, pariwisata.

= .Keadaan Dae;ah; vaitu letak geografis Su-—
lawesi Selatan, dan kekayaan alam.

~ Perbandingan pemeluk agams dan kegiatanya

- Pendidikan

-  Keadaan alam dan cuacs

= TJempat rekreasi dan hiburan



(b) Bituasi, ideolngi, Polkam dan Kesra (masalah

Ekuin)

{2) Masalah vang dihadapi

(tr)

{d)

{a) Umum
= Jumlah pertumbuhan penduduk dan  perban-
dingan keloampok usia.
- Perbandingan tensgs kerja dan  lapangan
kerja.
— Perbandingan Jumlah penduduk gdergars
pengadaan bhaharn makanan.
= Perbandingan laju pembangurnan  perwilayah,
strategis pembangunan di Sulsel.
- Kesehatan
Mazalah Intern
{1} Peranghkst lunask dan perangkat keras
(2) Pelaksanaan Operasional Penerangan di daerah
Sulawesi Selatan :
Pembinaan Kelompencapir
{1) Faktor dans
(2) Pelaksana Koordinasi penbinan terhadapx

organisasi Kelompencapir

Peharn Penerangan Pedesaan

Dalam penerapan keadaan dan masalah tersebut,

digambarkan bagsimana masalah-masaslsh di Sulawesi
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Selatan zerta keadaan dan masalah pada Kanwil Deppen
FPropinzsi Swlawesi Selatan itu sendiri. Digambarkan
pula bagaimana masalah yang dihadapi Deppen Sulawesi
Selatan dalam menghadapi keadaan i Sulawesi
Selatan.

Dalam pengumpulan data di stas, selain Deppen
itue sendiri juga telah dilibatkan beherapa instansi,
artars lain Radan Koordinasi Fenarnaman Modal
Propinsei Sulawesi Selatan, Kanwil Parpostel Propinsi
Sulzmesi Selatar, Kanwil Dep. Pty eadm e Fropimn=i
Sulawesi Selatan, Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi
Selatarn, Kanwil Dep. Perdagang%n Fropinsi Sulawesi
selatan, Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan.
Dengan terlibatnya beberaps instansi  departement
lembaga non departemen seperti dipaparkan di  atas,
biad imni  mernunjukkan bahbws dalam tahap persiapan
sudah  diperlukan koordipnasi vyang pads akhirnya

melehirkan keterpasduan dalam perencanaan.

Bahan Masukan Program

Setelah diketahui  keadsan dan  masalab  yang
dihadapi oleh masyarakat Sulawesi selatan maké perlu
rtla menjadi pertisbangen daripada masukan—masukan
varng diperoleh baik dari atas, dari samping, maupun
dari bawah, -terutamas apabi la e e TIC S 1 tuw

menyangkut operasional penerangan di daerah. Proses




ini dapat dilakukan derngan meEngorganisir semacam
forum perencanzan  terpadu di tingkat daerab  atau
ditingkat wilavah.

Input atau masukan dari bawab dibarzpkan dapat

diperoleh melalui juru penerang kecamatan dan LMD,

kandeppen daeral tingkat 1%, anggota—anggota
kelompencapir. Jurw pEnerang dibarapkan bany ak
memberikan masukan karens merekalaly yvanog aban

berhadapan langsung dengan auwdience (masyarakat).

Sedanghkan  input dari samping dapat diperaleh

melalul instansi setingkat (wilayah Sul awesi
Seelatan) baik departemen, lembaga negars pledy
departemen, maupun humas—humas vang ada di

masyarakat {(szering disebut "kerabat kerja" Deppen)
lembaga ini dihimpun dalam BEAKOHUMAS (badan
koordinasi hubungan masyarakat). Bakochumas ini sustu
lembaga vyang dikoordinasi Deppen Wilayah Sulawesi
Selatan dimans pasra wakil instansi ads  didslamnys.
Dengan adanya Bakohumas ini dibarapkan kordinasi,
sirngkromisasi dan integrasi dalam rangka perenchaan
operasional penerangan berjalan dengan baik.

Input vyang berazal dari atas adalahl kebijakeza—
raar—-kebijaksanaan dari pemerintah pusat, baik dari
Mernteri Penerangan Fl1, Dirjen Fenerangan mauwpun

lembaga—lembaga vertikal lainnya. masuwkan dari atas



ternt berskala nasional dan  untuk kepentingan
nasicnsal, mizalnya; kebijaksanaan ' debirckratisacsi
dan  deregulasi, kebijaksannan keluarga berencana,
koperasi, pertanian, pemasyarakatan P-4 dar
sebagainya.

Disamping itw masukan atau  informssi  dari
pelaksanaan intern, dalam hal ini bidang-bidang dan
bagiarn yang ada di Departemen Penerangan FPropinsi
Sulawesi selatan juga diperlukan.

Untuk wmengkordinasikan masukan—masukan  dalam
ramgha perencanaan terpadu ini, memerlukan waktu dan

dana serta tensgs yang tersmpil.

c. Penyusunan Rencana

Di kidang pembangunan  penerangan, menyangkut
dimensi ruang dan  waktu serta  prasarana yang
mendukurng, maks perlu disdakanr  pengendalian yang
sebaik-baiknya melalul srta b keterpaduan.
Pengendalisn yang dimuleal dari  perencanaan harus
diperhatikgn Jadwal waktu.

Dalam babk 11 Subk C hasil-hasil keputusan Rapat
Kerja Paripurna Deppen tabun 1984 disebutkan bahwas

dadwal  waktu pengendalian  dari  peErencansan

masing—masing 3



'&. Bulan Mei selesai tingkat. Kandeppen.

. Bulam Juli seleexi tingkat Kamwil.

c. Bulan Agustus—-September selesai tingkat
Ditjen (Deppen RI, 1984: 21)

Rerdasarkan Jjadwal tersebut di atas mak &
Jajararn Departemen Fenerangan menjadikan sehagsi
pedoman  standar, dimana daftar usulan proyek (DRY)
Depertemen  Penerangan dibtdcarakan  dengan  Rappenss
sekitar 15 Desember.

Kebhijakeanaan jadwal pelaksanasn  perencanssh
terpadu oleh Kanwil Departemen Penerangan Propinsi
Sulawesi S latarn dimtuyr dal am Instruksi
Mo.38/Inst/es/K/1787 tentang pelakﬁangan keterpaduan
tidang penerasngar untuk  tabon anggsran 198971990,
Dalam instruksi ini secara sistematis dan kontinue
digtur urutan waktn perencanasn malai  dari tahap
penyusunan/pengalahan program kerja tahuﬁan,
trivwulan dan badlanan sampai ke mejs forum konsultasi
Farnwil Departemen - Penerangan Propinsi Sulawesi
clatan. Forum konsultasi ind mempunysd tugass  untuk
menyusun rencana dan progean secara menyeluruh serta
mezlakukarn evaluasi terbadap hasil-ha=sil vang dicapsai
owleh pelaksanaan penerangan.

Dalam Insetruksi MNo.38/Inst/=se/K//1989 tersebut
ditetapkan bahwa setiap kepala bidang /bagian di
' linghunganrn Kamwil Departemen Penerangan Propinsi

Sulawesi selatan mulai 1 April 1787 seharusnya telah
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mearyy i apkan SEC&ITA . orutin setiap tahap
pErrYUusunan s pengol ahan Frogram Kerija Tahwriar ,
Triwulan, Bulanan, bahan—bahan masukan menurut tugas
dan fungesi MESIing—m&asing unit/satuan heria.
Selanjutnya diatur pula bahwa untuk Praogram kerja
tabunan 1989/1990, input dats diterima paling lambat
tanggal 15 April 1989, untuk Program kerja Triwulan
I, II, IIl, dan IV s=selambat-lambatnys diterims
tanggal & Triwulan yang bersangkutan, dan program
kerja  bulanan selambat-lambatnys tanggal 8 setiap
bulan.

Urntuk terwujudnys kesatuan gerak yang seracsi,
maka bahan—bahan masukan tersebut dibabas lagi
secara  hirarkhidi sntar bagisn dan sulke bagian, dan
antara bidang dengan seksi-seksi, vang pada akhirnya
dibahas dalam Forum konsultzsidi  Kanwil Depsrtemen
FPenerangan Propinsi Sulawesi Selatan, Foruam
komsultssi  ini diserabhan sepenubnys kepada bkidang
penyusunan program dan Evaluasi FKanwil Departemen
Pererangan Propinsi Sulawesi Selatan.

Skema Proses Perencanaan Operasional
Pernerangarn  Kantor Bilayah Departemen FPenerangan

Fropinsi Sulawesi Selatan.



2. Tahap Penentuan Rencana

Setelah masukan—-masukan tersebut diclah (cleh
Forum Konsultasi Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi  Selatan)
seedEmik ian RS . maka terwujundlah sustu FUMmLL S &y
perencanaan untuk  dilaksanakan pada masa  akan  datang,
Sebageaimare hasi  rumasan Frogram  Kerja  Kanwil  Deppen
Fropinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 1290/1291 Pelita
taburn kedusa. Dalam progresm kerja ini ditentukan target
Operasional, pembiayaan, aparat penyelengg;ra, penjadwalan

regiatan dan sasaran program  ocperassional  Penerangéan.

a. Target Operasional

Target operasionsl penerangsn yvang di o tetapkan
bertujuan untuk memacw pelaksanaan  kegiatan dan
sekaligus  merupaksan tolak  uwkur  yang dicesusikan
dengan penyedizan  sumber darna rutin (DIK)  maupun
sumber dana pembangunean (DIFP)  vyang tersedia  pada
setiap tahun anggaran sebagai pendukung operasional
Flerer argals . ;

Target cperasicnal Penerangan dimaksud  adalah
hasil vyang harus dicapai dari kegiatan operasional
ey g an dari pemanfastan  medis darn ==Y o T

penerangan .




b. Pembiayaan Kegiatan

Pada hakekatnya' kegistan cperasichal penerang—-,
an  yang dilaksanakan'oléh‘xanwix Deppen  Propinsi
L

¢ «
Sulavesi - Belatan, bersumber dari dana rutin (DI

~

Tahun anggaran 1990!1?91) yang tprlnc1 dalam %etlap‘

tolak ukur Pegaatﬁn atan petunjnP operasionsl (PO

M w

{1} Dalam DIK Tahun anggaran 1990-1?91 melalui mata

X ~

ARG & &rs 250 teralpkasi  dana sebesar. Rp.

)

100.000,~ untuk membigyaifmendﬁkung kegiatan-—

\.\-‘
PF‘
4

3
kegistan. - . . . .
. - . Tabel 2 .
T
. Rincian Penggunasn Dana Rutin | -
. < Mats’ Anggaran Tahun fnggaran 1990 = 1991 .
Mo | Jenie kegistan ) - : DUIENGEN ~ EIAYA ! Ket.
: - | Frekuensi | A
! ¢ Kegisterr | Satuen bisys | Tobsal bdays ! .
' t Dl ) Ta— | per kegistar | I X4
‘ v R ¢ : :
1! 2 ; 3 : 3 o' & L 6 )
- -\ . 4 : -
Y | Pemanfaatan Pe— | 1.920 ¢ Rp. 5000 ! Rp.9.600.000 114 X
{ nerangarn Tatsp i Ly - E;E X
P Muka, tedird @ @ : i \ 510
v cerannsh, snjang | R H : " :Dnmgw
| maniE, peneragan o Vg te £
1 keliling, pela- ! S 1 : .
2 I8 ¥ ¥ ~
v yanan Informesi | H t : : £
¢ Felayanan Jupen | ! i E
. | dan sarasehan. i : : E ;
) ¥ ) »
t i t 1] 3 t.
2. ! FPomartapan medial 96 . | Rp.A5.400,— | RpEa.1.8480.000 ) X/61n
¢ pemataren film ) : * ¢ ! E
! pererangsn dan : ‘” - 4 ‘ .
' dan rekaman | i, . t N ¥ .
' Video. I ! o ! .
N 5 ' v ’
4 el
~ h §
I : o :
‘ T
Mt

N

3
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]
Pemeonfaatan me— )
dia siarar radic!

(FRI — R3hF)

Pemarifaater me—
dia pertunjukan
Rakyat (Fertursa)

FPemanfater Media
Pevoeyza

1]
L}
1
t
]
1
i
1
X
Femarifatar medis)
cetak dengar i
rincisrm kegiatze )
&. Poster/eper— |
duik !

b. Selebarar '
c. Byroceur :
d. Eahser Pers i
&. Pererbdtee \
Ini sesusi §
Ketotuben -

f. Citra Disn/ |}
Triwalam i

f

L}

1

1

:

]

]

L]

)

‘

)

L]

Pemarfaatar fo—

ruwn Homases terdi—

ri atas kegisten

&. Jurnpe Pers/
Ket.Pers

b. Rekor ketwns—
S&dy

4]

Pesretararm JUPEMN
\Pembdanasss )

FPelayararn Foto
Dediwvmess tasa,

FPelayeanan Pakai—
an kerja Sopdr/
Tenaga Teknis/
Satpeam

42

22 oreEng

Rp. 30050, —

R 1060, 000 -

R 125, 000, —

Rp. 30.500,-

Rp. 52.000,—

R 1001 000 , —

Rp. 20,000

Fp. 25.000,~

e A mE mm me Ak MmN MW MmN An AW AT MW AW MW MW A mEW AT AW EW MW MT EW AW MW AT AW AW AN AN M A A me e mw MW M mE A we e

F(f:t -

RF‘ -

Rp.

Rg-

.

F‘.’p. 1

144,05

R 2. 805, (K0,

- 500000,

. 1. 068,000,

816,000,

1. OO0

480000 -

56000 =

4% /tdn

+J

X/b1n

1X/Bdn

1 X/kIn

X/hln
1/h1n

[N

4 X/bln

k3

X/bln

1 X/Thn

2 X/bln

1 peg/
blry

Total Pembdeysers : Rp l2.100.000, - (Dels—
e belas juts seratus
ribar rupdeh)  ————
[unker @ DAFTAR ISIAM FEGIATAN (DIK ) Tahwr 1920/1971

Kerwiil Deppen Qulawessi Selateae.




(2} Bumber dana pembangunan yang tergantung dalam

proyehk operasicnal  penerangan di Sulawesi

i
i

Selatan (DIP 1290-1791) sebesar Rp.386.077.000,-
vang terinci menurut tolsk ukur setiap kegiatan,
zebagaimana tabel berikut:
Takel 3
Tolak Ukur Kegiatan

Proyek Operasi Penerangan di Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 1990 / 1991

2 01.01.1 Administrasi Praoyek Rp. 10.9280.000,-
30 QR Y12

@ 01,013 ATK, Pengadaan dan Rp. 1.800.,.000, -
Ferigiriman

& 01.01.% Ferjalanan ke Pusat Rp. 4.113.000,-
dan ke Habupsten/Kota
madya.

1 01 .01.7 Evaluasi Situssicnsl Rp. &.111.000,-
Jupern & bilaya pengilviman

& 0l L 02T Pengadaan baban dan Fep. 4%.400.,000, -

operasional Penerangan

& .000 ganpd, dan &.900

buku, terdiri dari :

. Paket Ekuwin,Polkam,
FKestra(4x1 thn »100
genpl.a’ Rp. 750,-

b. Poster/Leafet/Book
let{4»1 thn » 1000
expl.a’” Rp. 750,-

c. Buku duwrnal Penerang-
an (50 expl » 12 RBln
c8 Fp 750

d. Penerbitan Eahan FPe-
nerangan pada 23 Kan-—
deppen Kab/Ko (500
Euku 3 4 » 1 Tahurs)

’

&’ Rp. 750,-

L}
L
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'
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&R

: e. Hukuw Jurnal Lapgscs :
' pada 23 Kab/Ko (25 . !
: expl a 12 bln ox 2. ¢
! a' Rp. S00,- f
& ¢ O1.02.5 Qperasi Jupen: ....... ¢ Rp. 6&1.110.000,—
/ (3 5 12 bln » 679 Jupen)!
T 01,0304 Penyelenggaraasn 12 Paket!
/ kegiatan terdiri dari: :
' 1} Kegiatan Pameran !
: 2) Penerangan Tata Muka |
i 3) Kehuma=arn !
; 4) Pemutaran Film Pene- |
: FENG & :
! %) Pameran Keliling '
! &) Pembinaan Kelompen-— f
' capir H
: 7) Peragaan Foto Harkit-~)
‘ nas !
’ 8) Kegistarn Fertunjukan |
: Rakvyat i
' ) Kegiastarn ABRI Masuk /
' Desa '
/ 10) Pariwisats }
/ 11) Pajak p
: 12) Pembinasarn Sumber dayea;
' Manusia ‘
a 01,044 .4 Sureat Kabhar Untuk Desg 4
i {BKUD) 120.128 expl. i Rp. 65.5724.000,-
B 0 L 5. Fengadassrn 11 Copy Film
] Penerangan ¢ Rp. 24,200,000,
19 L O3 .06.6 Suku Cadanag AVA 152 !
i buah, 22 set ¢t Rp. 2.638.000,-
2 0 R M I RO o, 7 R Perngadsarn MU 1 bash p Rp. 26.013.000,-
: Peralatan & mesin &6 unit)
12, 01.08.8 Pengadaan Computer i
: 1 Unit v Rp. 5.000.000,-
‘ Total Dana DIP 1790/ i Rp.386.072.000,—
. 19721 1

Suwmbzer @ Daftear Isian Proyek Tahum Anggaran

DIP: OF8/XIV/E/--/1270 tgl. 1 - 3 — 19270.

1990/139%1

Mo




v)

c. Aparat Penyelenggara
Fenyelenggaraan kegiatan operaszional pené~
rangan, pada hakekatnya dilaksanakan oleh seluruh

aparat pemerintsh sebagsai penvelenggars tugss-tugas

pemer-intaban dan pemhangunan dalam Kabinet
Fembangurian V. Namun  secara fungsicnal, mak &
kegiatan operasionxl peEnerangan dipertanggung

Jawabkan oleh Departemen Fenerangarn.
Ada  dua hklasifikasi dalam pelaksanzan kegiatan
pEnerangan, yakni:
(1) Aparat Departemen Penerangan
Urituk heglatean pEnerangan Y&ng selurub
penyelenggaraan dan pembicaranya terdiri dari
sparat Depsrtemen Penerangan dengesrn kriterisa:
{a) Aparat Deppen dan unsuwr tokoh masyarakat,
lembaga swadays, organisssi fungsional
organizasi profesional, unsur hkelembagaan

masyarakat, maupun kalangsan swssta.

{tx) Apﬁrat Departemen Penerangan dan  instansi/
lembaga  pemerintah non departemen, dinass
serta  tokoh masyarakat, lembaga swadaya,
crganisssl fungsional, organisasi profesi,

unsur kelembagasan masyarakat serta swasta.




{2) Pelaksana Non Departemen Pernerangan

(=)

Rerntuhkryva berupa hegiatan FENEr argan YENG
diselenggarakan oleh bukan aparat Departemen
Penerangan. Peranan aparat Departemen Penerangarn
hanya turut menghadiri serta melaporkan kegiatan
vang dihadirinys {peliputaﬁ), dengan  kriteria
pelaksanaan dan pembicaranya terdiri dari:
(&) Aparat Departemen/Dinas/InstansisLembaga Pe—
merintah/LPHND (lenmbaga pemerintah non depar-—

temers ) .

{k) Unsur Tokoh masyarakat, Lembags Swadaysa,

Organisasi Fungsional, Organisasi Progesi,
kelembagaarn masyarakat dan kalangan Swas=ta.
{c) Aparat Departemen/Dinas/Instansi/Lembaga Pe-—
merintalh/LFND deas unswr Tokoh Masyarakat dan
halangan Swasta.
Secara  struktural  menurat Swrat Kepotoessn Men-
teri Penerangan RI Momor S5 B/Menpen/8kK/1975,
maka hkegiatan cperazicnal penersngan dilaksans-
kan oleh Ridang-bidang beserta seksi-seksinya
darn  Bagisgor Umum bkeserts Sub bagilanmys  sebagail

pendubkung operasional penerangan.



d.

~d
+J

Penjadwalan Kegiatan

Untuk penjadwalan kerja dari setiap kegiatan
vang terprogram dalam Tahbun Anggaran 1990//1991,
dapat dilihat pada Tabel 4. Dalam tabkel  imi dapat
dilihat selain jenis kegiatan, jadwal kegiatan per
bulan  juga dapat dilihat  sumber Fiava, sasaran

kegiatan dan para aparat pelaksananysa.

Sasaran Program Operasional Penerangan

Penerangan pembangunan diabadikan untuk  turut
mensukseskan pembangurnan nasional. Orientsi  program
operasional penerangan Kantor Wilayah Departemen
Fenerangan Propinsi Sulawesi Selatan yang didukung
aleh Kantor Deppen Kabupaten/Kotamadya, RRI
Mazantara IV, TVRI Uiung Pandang diupayakan  untuk
mendukung serta mensukseskan pembangunan Yang
dimlokassikarn di daerah Sulawesi Selztan baik yang
berskala nasional maupun regional.

Sejalan dengan pricoritas pembanguran Repelits
kelima dimana SHSET AN operasional penerangan
dipricritaskan  untuk mendukung pembangunan ekonomi
yvang diletakkan pada sektor pertanian.

Untuk daerah Sulawesi Selatan program tersebat
dijabarkan dalam konsep pengwilayahan komoditas

zehagal strategl pembangunan dasrah.



Selain daripada itu konsepsi pembangunan
Repelita YV, sasarannys untuk  menciptakan keranghks
landaszan dalam rangka bangsa Indonesia tinggal
landas  dalam menuwiu kondicsi masyarakat Eejahtera.
Untuk itu sasaran penerangan merupakan pedoman dalam
mentransformasl  upsys meletakkan kerangka  tinggal
landas vang akan dicapai dalam kurung waktu &  tahun
dan dilaksanakan secara bertahap dari tahun  pertams
sampail dengan kelima dalam Repelita V.

Sxesaran  program penerangan tabuan Brggaran
1?F0/1791 (Tahun I Repelita V) berpayung pada
Instruksi Menteri:i Penerarngan RI MNomor: 3/ Inst/
Menpen /1987 tentang peningkatan kualitas operasional
fErErangan, yeang a&ntars lsin:

(1) FPeningkatan kualitas operasional Penerangan.

{2) Peninghkeatan usaha penerangan mendukung  keberha-—
silan program pembangunan.

{3}y Peninghkatarn kuaslitss aparat penerangan.

(4) Peningkatan kualitas dan khemamplan profesional-
lemE mglalui diklat.

{3) Pendavagunaan sarana dan Prasarana penerangan

swcara optimal.

{&) Peningkatan pembinaan dan pengembeangsn forum ko—
munikasi dan  kelompok infarmal melalui uwusaha

swadaya swakarsa masyarakat.
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(7) Efektifitas kelembagaan, organisasi dan ketata-
laksanaan serta pengawssan.

{8) Pemanfaatan peranan media cetak, elektronika dan
medis tradisional untgk meningkatkarn motivasi
produktivitas masyarakat.

(9 Pembinaan fungsi peraliban dan rengembangan
peEnerangan untuk mendukung perencanaan,
kebijaksanaan dan strategi pernerangan.

B. Masalah—-Masalah yang Berhubungan dengan
FPerencanaan Terpadu

1. Kurangnya Koordinasi dalam Penyusunan Rencana

Telah dijelaskan balwms Departemen Penerangan  dengan
segala  Jajaran kerjanya tidak menjalankan penerangan
senciri, tetapi menjalankan peﬁerangan pemerintab. Dengan
demikian segala rencana pemerintah, kebijaksanaan dan
stan  keputusan pemEriptah secara  keseluruhan adzlah
merupakan program hkerja penerangan. Karena itu Departemen
Fernerangsn  yYang digulungkan‘sebagai Jurn bkicara pemerin-
tab, semua program  vyang ada pada instansi pemerintah
scia ) el mendsdl tqnggung Jawab Depsrtemen Fenerangan dengan
segala jajaran kerjanya di dalam upa?a penterapan tentang
latar belakang dan perlunys dilaksanakan untuk kepentingan
bargsa dan negara.

Ardaiheats semﬁa instansi pemerintah telabh menyadari

fungsi  ini dan konsisten untuk  menyerahkan tugas—tugas
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penerangan kepada Departemen Penerangaﬁ, maka masukan
program mungkin tidak akan menjadi masalah.

Kantor bilayah Departemen Penerangan Propinsi
Sulawesi Selatan tidak akan mungkin dapat mehgembang
tugas dan tanggung jawabnya secara baik tanpa adanya
masukan program dari instansi lain, selanjutnya disadari
bahwa untuk menerima masukan dari luar/instansi tentu
eaja faktor koordinasi dan singkronisasi memegang peranan
penting. Dalam hal yang demikian antara penerima dan
pemberi masukan harus saling merasa satu dalam
kebersamaan program.

Dalam rangka mewunjudkan koordinasi, di Kanwil
Departemen Penerangan propinsi Sulawesi Selatan terbentuk
=xtu wadabk yang bermuara kepada itu, vyakni Badan
Koaordinasi Kebumasan (Rakohumas) yang berlandaskan
Instruksi Menteri Penerangan No. 02 Tabun 1976.

Dari proses dan pertumbuhan Rakohumas ini ternyata
belum mampu memecahkan masalab kordinasi antar instansi
di Sulawesi Selatan. Masalah vang menonjol dalam
operasional Bakqhumas ini antara lain:

a. Personil vyang ada di dalam BRadan }ni sekitar 90 %
hanya berupa pemenuthan formalitas dan bukan karena
kemampuan profesi sebagai Humas.

L. Beberapa pimpinan instansi pemerintah belum mengerti

secara Jjelas apa dan bagaimana kedudukan Badan




Kehumasan ini, sehingga bebefapa diantaranya
mengirim personil sebagai wakil instansinya tidak
sesuail permintaan.
¢ . ERakohumas itu sendiri belum mampu menciptakan_ suatu
mekanisme kerja yang konkrit dan berkesinambungan.
d. Tidak tersedianys dana rutin dan fasilitas kerja,
baik dari Pemda Tingkat I Propinsi Sulawsi Selatan

maupaun dari Departemen Fenerangan.

Reberapa faktor yang merupakan hambatan dalam
pelaksanaan perencanaan terpadu, menurut analisa
penulis yang pada dasarnya merupakan variabel hambatan
pelaksanaan koordinasi penerangan terpadu, antara lﬁin
dapat dikemukakan:

&#. Masih kurangnya kesatuan pengertian (unity of under-—
standing) .
Untuk menciptakan mekanisme suatu pErencanaan
terpadu diperlukan saling pengertian dari unsur-
unsuy  penerangan, terutama dari  unsur  penerangan
Pemerintah (Instansi/Dinas/Lembaga Non Departemen).
Tidak adénya kesatuan pengertian ini biasanya
disebabkan kurangnya kesadaran bahwa tujuan vyang
gkan dicapai tidak dirasakan sebagsi tujuan bersama.
Hal ini disebabkan dipengaruhi oleh petrasaan egoisme
sektoral dan egoisme internasional sehingga

mempengaruhi kurangnya jaringan kerja sama.



b. Masih terdapatnya perbedaan kepentingan yang biasa-
nya bersumber dari perhbedaan motivaéi. Misalnya soal
prestise, birckrasi vyang kurang sehat, merasa
instansinya lebih penting dan lain sebagainya.
Konsep Perencanaan terpadu pada dasarnya adalah po-—
larisasi dari berbagai kegiatan vyang mempunyai
tujuan/muara saéaran yang sama. Untuk itu vang
penting adalah penyatuan perencanaan terpadu, tepat
dan terarah untuk mencapai sasaran dan tujuan secara
efektif dan efisien.

¢. Hambatan struktural dalam intern koordinasi. Hal ini
sering terjadi bahwa dalam perencanaan terpadu belum
dapat dilaksanakan, disebabkan oleh karena belum
adanya perumusan tugas, wewenang dan tanggung Jjawab

dari setiap wnit kerja secara rinci.
d. Hambatan fungsional pelaksanaan koordinasi perenca-

naan  operasional penerangan yang disebabkan karena
antara vyang mengkoordinasi dan vang dikoordinasti

tidak terdapat hubungan struktural atau hirarkhi.

2. Terbatasnya ﬁengetahuan dan Keterampilan Perencana

Sebsgai seorang perencans  kegiatan operasional
penerangan tentunya harus mempunyai kemampuan dan
viawasan  yang luas mengenai pendekatan operasional
berorientasi dan mengadaptasi pada sikap, tata nilai

rehidupan masyarakat, yang mampu mengetahui  tentang
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hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, namun

kenyataannya para tenaga perencanaan masih kurang

mengetahui unswr perencanaan antara lain:

&. Menguasai permasalahan yang dikaitkan dengan  sumber
daya dan dana yang dapat diusahakan.

b. Mernguasai tujuan serta asaran yang akan dicapai.

c. Memahami kebijaksanaan dan cara untuk mencapai
tujuvan.

d. Mempunyai kemampuan menteriemahkan program dalam
rencana kegiatan yang konkrit dan dapat
dilaksanakan.

e. Mengalokasikan waktu pencapaian tujuan.

Berdasarkan permasalahan—permasalahan  tersebut,
maka penulis berkesimpulan bakbwa tenaga perencana,
khususnya perencanaan operasional penerangan, baik yang
berada di jajaran Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi
Selatan maupun vang ada pada masing—-masing Instansi/
Dinas/Lembags Non  Departemen di  Tingkat Propinsi
Sulawesi Selatan dirasa masih kurang. atau terbatas.
Kesdaan vyang demikian, terntunya merupakan salah satu

faktor vyang ikut mewarnai pengelolaan perencanaan

terpaduw dalam operasional penerangan.
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2. Keterbatasan Sarana dan Fasilitas Kerja
a. bitinjau dari segi Kuantitas
Ditinjau dari segi kuantitasnya,:  keadaan

sarana dan prasans operasional penerangan ‘jajaran
flanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan dianggap
kurang memadai. Apabila kita lihat, dan bandinghkan
dengan sasaran khalayak masyarakat secara
keseluruhan dan kondi=i medan tugss vyang cukup
berét dan luas, maka keadaan sarana dan prasarana
vang &da belum memadai untuk menunjang kelancaran
tugas dan optimalisasi operasional.

b. Ditinjau dari Seqgi Kualitas

Dari segi hkualitas sarana dan prasarana

penerangan yang ada menunjukkan standar berada pada
batas minimum, oleh karena sebagian besar merupakan
pengadaan lama, sehingga mempengsruhi  produktifitas
penerangan disamping tidak terpenuhi efektifitas dan
efisiensi. Hal tersebut dapat dilihat pada
penggunaan suatu sarana vang memerlukan biaya yang
tingoi, ‘Mobil Unit Penerangan, Mobil panggung
misalnya untuk operasionalnya memerlukan biaya vyang

cukup tinggi.
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KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Kesimpulan

Sebagmsi akhir bahasan dari hasil penelitian ini

adalah kesimpulan yang akan memuat hasil, temuan penulis.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai beri-

kut

.

Sebelum perencanaan atauw suvuatuw program dibuat kantor
Wilayah Departemen Penerangan RI Propinsi Sulawesi
Selatan, terlebih dabhulu dilakukan penelitian atau
survai tentang keadaan dan masalah. Keadaan yang
dimaksud adalah keadaan potensi dan  kondisi Propinsi
Sulawesi Selatan, baik secara geografis maupun secara

demografis. Sedangkan vyang dimaksud masalah adalah

masalah yang dihadapi baik secara umum Propinsi
Sulawesi Selatan maupun masalah intern Departemen
Penerangan khususnya Kantor Wilayah Departemen

Penerangan RI Propinsi Sulsel.

Dalam rangka penyusunan rencana/progyram, juga
diharapkan masukan baik dari intern organisasi
(Ragian dan atau Bidang yang ada di Kanwil Deppen RI.
Propinsi Sulawesi‘ Selatan) maupun dari instansi
pemerintah dan swasta lainnya, npamun hal ini tidak

berjalan sebagaimana yang diharapkan terutama masukan

86
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dari luar yang sering disebut "Kerabat Kerja Deppen".
Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) vyang
diharapkan dapat membantu teratasinya keadaan ini
ternyata  juga belum dapat diharapkan banyak, karena
beberapa faktor antara lain faktor dana, f%silitas
kerja dan keterampilan serta etos kerja manusianya
vang masih kurang memadai.

Sedangkan proses perencanaan dapat dinilai dengan baik
karena telah dijadwalkan sedemikian rupa tahap atau
langkah~langkah vyang harus dilalui sampai perencanaan
itu menjadi suatu keputusan Kanwil dalam satu masa
Frerencanasn. Disamping itu  juga. telah diorganisir
perencanaan itu sedemikian rupa sehingga perencanaan
vang telah disusun oleh Kanwil Deppen'Perinsi Sulawesi
Selatan tahun ini (1990/1991) telah memenuhi syarat—
syarat suatu perencanaan yaitu menjawab pertanyaan & W
+ 1 H. Telah ditentukan "Siapa" yang melaksaﬁakan, apa
tujuannya, mengapa dilaksanzakan suatu kegiatan
tertentu, bagaimana cara melaksanakannya (melalui media
aps), berapa biayanya, darimana sumber biayanya, kapan
dilaksanakan suatu kegiatan tertentu dan dimana
dilaksanakan. Semua jelas telah dipaparkan oleh pihak
Kanwil Deppen RI Propinsi Sulawesi Selatan. Hanya saja,
dxlam lampiran yang memuat secaras ringkas S W + 1 H inid

tidak dicantumkan siapa pelaksananya.
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4. Bagian terakhir dari kesimpulan vang diperoleh adalah
masslah—-masalah yvang dihadapi oleh Kanwil Deppen
Propinsi Sulawesi Selatan, adalah kurangnya koordinasi
dxlam rangka penyusunan rencana terutama dari kerabat
kerja Deppen, disamping itu terbatasnya pengetahuan dan
keterampilan personal perencana. Masalah lain  yang
menghambat perencanaan terpadu ini adalah faktor
teterbatasan sarana dan fasilitas kerja baik dari segi

kuantitas maupuan kualitas.

B. Saran—Saran

Dari kesimpulan di atas kitas dapat melihat beberapa
kelebihan dan kekurangan proses perencanaan terpadu pada
Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan. Tentunya, vyang
kurang dapat diperbaiki dan yang baik ditingkatkan. Oleh
sebab itu pada kesempatan ini penulis memberikan saran-—
saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan
ilmu selanjutn?a. Adapun saran—saran tersebut adalah

sebhagai berikut:

1. Pengambilan data dalam rangka perencanaan kiranya
benar—-benar sesuai dengan keadaan masyarakat.
2. Mencari metode-metode atau sistem baru untuk

memperbaiki dan  memperlancar koordinasi baik secara
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intern Deppen maupun dengan hkerabat hkerja Deppen
{(Instansi Pemerintah dan Swasta), Rakohumas yang
dibentuk dapat ditinjau kembali keberadaannya apakah
masih efektif sebagai tempat berkumpulnya wakil-wakil

kerabat kerja Deppen.

Personil perencana  perlua ditingkat pengetahuan dan
keterampilannya, melalui pendidikan formal, diklat,
kursus—kursus, pernataran, seminar dan sebhagainya.

Penyvediaan dana dan fasilitas kerja dalam rangka
perencanaan terpadu periu diperhatika; agar hasil vyang
diperoleh dapat menyentuh masyarakat dan sesuai proéram
pemerintah  pada umunya, seperti tempat kerja yang

nyaman, tunjangan atau tambahan—tambahan imbalan \hagi

personil perencana perlu diperhatikan.
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DEPARTEMEN PENERANGAN R.I {; A
KANTOR. WILAYAH :
PROPINSI SULAWESI SELATARN

e
S none

T I Sy e =

inuddin No. 42 Telp. 22413-22503-21740- 229873 -3702 UJUNG PANDANG XODEP

I H:8 T RW K5 T

Nomor : 28  /Ingt/S88/K/1989
sentang

PELAKSAITAAT KETﬁRPADUAN BIDANG PEVERANGAN

bolo “antor Wilayoh Deportemen Penerangan Provingl Sulsel,

Tonimbang 3 a. bahwa gemus unsur/unit kerja di lingkungan
Kanvdl Deppon Provingl Sulgel dalam melake
sanaken tugammya wajib manerapken pringip
koordinagl, integrasi dan sinﬁronisﬂsi Ull= g
tuk torvujudnya kesatuan gerak yeng neragl
dalam getiap usalha/kegiatan penerangan 3

Pe panwa aval koterpaduan dimulai deri peren=-
canaan operaglonal penerangen, yalni men-
calkkup program korja maging-maging uwnit ker

Ja, dongen tuguan wmntuk mendapatken daya=

guna den hagilguna yong lebih tingpl atos

‘keglatan yang dioporagionalkan, baik yeng .

manyenglut motsord,/1s5, beutul/gzeruic ikegiat

an maupw waktu/Jadwal pelaksanaannysa.

. engingat 3 1. SK.Menpen Nomor 57/Kep/Menpen/1986 tentang
Podoman Poelaksanean Kelterpaduan Bidang Pe-
nerangan,

2. Ingtruksl Dirjaﬁ Penum Deppen RI lomor 446
/Ditjenpenum/K/XII/1986 tentong Sistem TPo-
laporen & Target Operasmional Penerangan,

3., Sk.Wenpen Nomor 148/Kep/Menpen/1988  ter=
tang Pedomon Siptem Pelaporen Deppeon RI

4. Surat Dirjen Penum Deppen RI HNgricr 291/Dit
jenponum/K/XII/1968 tentang Progrem rerja-
dan Laporan Taohunang

MENGINSTRUKSIKADN

“ertona, kopada pare Kepala Bidang/Bagian di lingkungan Konwll
Deppen Provinsd Sulawesl Selatan, mulal 1 April 1989:

n. Menylapkan sccora rutin setiep tahop penyusunan/pe
npoichon Frogram Korja Tahwnen, Triwulen, dulanan,
bohen-bahan masukan menurut tugos dan fungel o=
pinpg-maging wmit/setuon lkerja.

b. Untuk Program Kerja Tohun 1989/1990, input date
. ditorima poling lambat trl.15 April 1989,  untul
Progrenm rerja Tyiwulan I,1T,III1 dan IV pelambot -
lambotnya diterima tgl.5 triwulan yang'bersangkut
an, Gan Propgyem reija Bulanail ditorima selombat- .
lambatnya tongeel 8 getiap bulane.

SN <
Oy ceaese
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‘edua, Untuk tervujudnya keeatuan gerok yang serﬂsi, maka
bahannbahan magukan dalam rangka penyusunan prog -
ram, mutlak dibahas secara hirarkhi ontar Bagion -
dengen Subbaglan, dan antara Bidang dengen Seksi ,
vang pada akhirnya diboshasg dalam TForum Konsultagl
Kanwll Deppen Provingl Sulgel.

“etiga,menetopken Bldang Penyusunan Progrom dan Evaluasl
Yanvdl Depron Proviagl Sulsel sebagal pelakgana /
ponyclenggara forum konpuwliasi dimoksud, yang oe-
cara gtrukturel mempunyai tugas untuk menyuswm -
rencana dan program gcecarga menyeluruh gerta mola-
kukan evaluagi terhedap hagil-hapgil yang dicapai
oleh pelaksona penerang@ne.

“cempot, Ingtruksi ini disempaiken wnmtuk diindshken dan
dilakgsanakaen gebagai upays penegakan Panca Tertib
“antor Wiloysh Departemen Penerangen Provinsi Su-
lovesl Selotan.-

Dilkeluarkan di : Ujung Pandeng
Pada tanggal ¢t 1 Aprdl 1989
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